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Fadliansyah Akbar NIM B12112158, Tinjauan Yuridis Fungsi Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Di Bidang Perencanaan Tata Ruang 
Kota Banjarbaru” di bimbing oleh Marwati Riza dan Hasrullah. 
 
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Fungsi Perencanaan BAPPEDA 
di Bidang tata ruang di Kota Banjarbaru dan Untuk mengetahui implementasi 
perencanaan Tata Ruang Kota banjarbaru.. 
Penelitian ini merupakan penelitian penelitian normatif yang mengacu 
pada Peraturan Perundang-undangan yang relevan dan bahan hukum lain yang 
berhubungan dengan substansi penelitian, yang kemudian dihubungkan dengan 
pokok permasalahan dalam penelitian ini.Penelitian ini menganalisa Fungsi 
Bappeda dalam penataan ruang. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan 
konseptual (conseptual approach), pendekatan kasus (case approach) dan 
pendekatan komparatif (comparative approach) 
Hasil Penilitain ini menujukkan  bahwa Fungsi Perencanaan BAPPEDA di Bidang 
tata ruang di Kota Banjarbaru adalah  Bappeda selaku ketua panitia dalam perencanaan 
penataan ruang. Kemudian dalam proses perencanaan BappedaMenyusun pola dasar 
pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum pembangunan daerah jangka panjang 
dan pola umum, Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas satuan 
organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah instansi-instansi vertikal, 
kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah kota 
Banjarbaru. Melaksakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan 
perencanaan pembangunan di daerah, dan Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam 
rangka perencanan sesuai dengan petunjuk walikota. Kemudian, Implementasi 
Perencanaan Tata Ruang  di Dnas tata ruang kota banjarbaru secaraumum telah 
berjalan dengan baik. Namun tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaannya mengalami 
beberapa kendala. Proposal pembangunan dari tiap dinas akan masuk ke Bappeda, 
nanti Bappeda akan diajukan ke DPRD untuk disetujui. Menurut Kepala Divisi Subbid 
Tata Ruang, Bappeda, bahwa, masuknya ke DPRD merupakan proses politik yang 
dapat saja terjadi perubahan-perubahan atas kepentingan politik yang ada. Namun 
keputusan itu tetap harus dihargai karena DPRD merupakan suara rakyat. Terkadang 
ada kebutuhan penataan ruang yang memang diperlukan namun menjadi tertunda 
akibat proses politik yang terjadi. Kemudian implementasi dalam perencanaan juga 
dengan Masalah Pembangunan SDM, Masalah Pembangunan Ekonomi Rakyat, 
Masalah Pembangunan Infrastruktur dan Masalah Pembangunan Birokrasi Pemerintah. 
 
Kata kunci: Bappeda,Pemerintah Daerah , Tata Ruang 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Konsep negara  kesatuan menggambarkan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan baik di tingkat pemerintah maupun pada tingkat  pemerintah daerah 
senantiasa dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejak 
reformasi tahun 1997 terjadi perubahan yang cukup besar dan komplek dalam 
bidang  ketatanegaraan, hal ini ditandai  dengan lahirnya sejumlah peratuan  
perundang-undangan yang baru, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan 
daerah. 
Kewenangan pemerintah terdapat enam urusan, selain itu terdapat pula 
urusan pemerintah yang bersifat concurent, urusan pemerintah yang  
penanganannya  dengan pemerintah daerah. Setiap urusan yang bersifat 
concurrent  senantiasa ada bagian urusan yang diserahkan kepada pemerintah 
provinsi dan ada pula urusan yang  diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. 
Perwujudan pembagian kewenangan yang conccurrent tentunya tidaklah 
mudah untuk dilaksanakan apabila tidak dilakukan secara proporsional antara 
peerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, untuk itulah 
diperlukan kriteria sebagai standar dalam melakukan pembagian 
kewenangan.1Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang 
                                                            
1
 sebagaimana diatur dalam Penjelasan UU 32 Tahun 2004 Tentang  Pemerintahan Daerah: 
1. Eksternalitas, pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan 
mempertimbangkan dampak atau akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan tersebut. 
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berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, 
pemenuhan kebutuhan hidup minimal, dan prasarana lingkungan dasar.Urusan 
pilihan berkaitan erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. 
Otonomi seluas-luasnya yang dijalankan dalam bingkai Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berimplikasi pada pembangunan terkoordinasi.Sehingga 
pembangunan menjadi terarah.Pemerintah pusat menetapkan rencana 
pembangunan dan kawasan-kawasan yang kemudian dijadikan kiblat oleh 
pemerintah daerah untuk melakukan penataan ruang di daerahnya masing-masing. 
Pembangunan yang dimaksud bukan saja pembangunan berbentuk fisik 
tetapi mencakup pembangunan mental bangsa.Pembangunan tersebut tidak 
mungkin berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan apabila sistem 
pemerintahan tidak dibenahi sedemikian rupa.Karena dengan sistem pemerintahan 
yang baik dan teraturlah pembangunan dapat terlaksana. 
                                                                                                                                                                                           
Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, urusan pemerintahan tersebut  menjadi 
kewenangan kabupaten dan kota. Apabila regional urusan tersebut menjadi kewenangan provinsi, 
dan apabila menjadi kewenangan pusat. 
2. Akuntabilitas, pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan 
pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang  menangani suatu bagian urusan adalah tingkat 
pemerintah yang langsung/lebih dekat  dengan dampak dari urusan yang  ditangani tersebut. Jadi 
akuntabilitas penyelenggaraan pembagian urusan pemerintahan kepada masyarakat akan lebih 
terjamin. 
3. Efisiensi, pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan 
pertimbangan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan 
ketepatan, kepastian,dan kecepatan hasil yang  harus  dicapai dalam penyelenggaraan bagian 
urusan, artinya  apabila suatu bagian urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdaya 
guna dan berhasil guna dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota dibandingkan apabila 
ditangani oleh pemerintah, bagian urusan tersebut diserahkan kepada prrovinsi dan 
kabupaten/kota. Sebaliknya apablia  suatu bagian urusan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna  
bila dilaksanakan oleh pemerintah, bagian urusan tersebut tetap ditangani oleh pemerintah. Dalam 
hal ini ukuran daya guna dan hasil guna dapat dilihat dari besarnya manfaat yang dirasakan oleh 
masyarakat dan besarr kecil resiko yang harus dihadapi. 
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Arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis sangat 
dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam 
masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini jelas di atur dalam UU Nomor 32 tahun 
2014 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan 
bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana 
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang 
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah/perangakat daerah dipusat dan 
daerah dengan melibatkan masyarakat.  
Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan 
daerah dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi dalam upaya 
mendukung peningkatan kinerja, maka perlu dilakukan penyesuaian Sususan 
Organisasi Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru 
Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Banjarbaru Nomor 10 
Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru. 
Pemerintahan Kota Banjarbaru adalah salah satu daerah otonom  
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Sesuai dengan Keputusan Presiden 
No.27 tahun 1980 tentang Pembentukan  Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (BAPPEDA) Republik Indonesia dan UU No. 2 Tahun 2015 tentang sistem 
perencanaan pembangunan nasional tersebut maka daerah tingkat II / 
Pemerintahan Kota Banjarbaru didalam melaksanakan pembangunan di daerah, 
terlebih dahulu direncanakan supaya pembangunan dapat berjalan dengan baik 
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sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu maka pembentukan badan 
Perencanaan pembangunan di Kota Banjarbaru sangat diperlukan dalam 
melaksanakan pembangunan secara merata dengan Otonomi yang seluas-luasnya. 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas 
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah  
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan 
tugas sebagaimana dimaksud dalam Bappeda, salah satu tugas pokoknya yaitu 
menyusunan rencana pembangunan Daerah untuk jangka panjang, jangka 
menengah dan jangka pendek serta melakukan mengkoordinasi perencanaan dan 
mengusahakan keserasian diantara rencana-rencana tersebut kedalam suatu 
rencana pembangunan. 
Badan Perencenaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu 
walikota dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah dibidang penelitian, 
perencanaan pembangunan daerah khususnya dalam hal-hal tugas-tugas  
pengembangan dan statistik penyusunan program dan evaluasi, fisik, prasarana 
dan tata ruang, ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Badan Perencanaan Pembangunan  Kota Banjarbaru adalah salah satu 
satuan kerja perangkat daerah Kota Banjarbaru yang secara umum membantu 
Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan di Kota Banjarbaru. Bappeda 
berdiri pada tahun 2000 seiring dengan definitifnya Kota Administratif Banjarbaru 
menjadi Kotamadya pada tahun 1999, kemudian berubah nomenklatur menjadi 
Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) dan Penanaman Modal pada 
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tahun 2008, setelah itu pada bulan Januari 2014 kembali menjadi Bappeda saja. 
Visi Bappeda Kota Banjarbaru “Terdepan Dalam Perencanaan Pembangunan” yang 
juga memiliki misi yakni mensinergikan perencanaan pembangunan Kota 
Banjarbaru berbasis data yang akurat dan meningkatkan peran kelitbangan di Kota 
Banjarbaru. Provinsi Kalimantan selatan 
Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat 
mengawal jalannya pembangunan perlu disertai dengan tersedianya ruang 
partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan 
aspirasi masyarakat. 
Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai pemerintahan integral dari 
sistem pemerintahan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia telah 
mengalami berbagai perubahan yang ditandai dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
 Berdasarkan hasil pengamatan sementara terdapat faktor-faktor 
permasalahan yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan di Kota 
Banjarbaru antara lain, rendahnya  partisipasi masyarakat  dalam proses 
Perencanaan  Pembangunan , lemahnya kapasitas lembaga Pelaksana 
Perencanaan Pembangunan  
Disamping itu permasalahan yang menjadi kendala dalam Implementasi  
Tata Ruang di Kota Banjarbaru Kawasan Permukiman, Dimana Setiap 
Pengembang di kota Banjarbaru Harus Menyediakan RTH (ruang 
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terbukahijau)/faslitas umum (FASUM) Minimal 30% Dalam Luas Kawasan.2 
Ketentuan lanjutan adalah Tentang Kewajiban Dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah khususnya penataan perumahan, tata ruang dan 
pengawasan bangunan kota Banjarbaru  Telah Dibentuk Dinas Perumahan,Tata 
Ruang  dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru (DPTRPB) Dalam Peraturan 
Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru. 
Dengan dibentuknya Perda Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Tata Ruang dan 
Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru diharapkan mampu mewujudkan 
penataan ruang Kota Banjarbaru yang indah, damai, nyaman dan dinamis sebagai 
kota yang terdepan dalam pelayanan pendidikan, perdagangan dan jasa, industri, 
pemerintahan, dan permukiman dengan mempertahankan kelestarian lingkungan 
hidup bagi pembangunan berkelanjutan. 
Berbagai aspek di atas menjadi latarbelakang bagi penulis untuk membuat 
skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Fungsi Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Di Bidang Perencanaan Tata Ruang Kota Banjarbaru”. 
                                                            
2
 Penjelasan pasal 57 huruf b UU No. 32 tahun 2009 tentenag Perlindungan Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup yang di tentukan bahwa Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam 
yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan 
pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan 
perseorangan dapat membangun: 
a. taman  keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan; 
b.  ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau 
c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka. 
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B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan permasalahan di atas dan untuk memberikan batasan dalam 
proses penelitian maka penulis memilih beberapa rumusan masalah sebagai berikut 
1. Bagaimanakah Fungsi Perencanaan BAPPEDA di Bidang tata ruang di Kota 
Banjarbaru? 
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang  di Dinas Tata 
Ruang Kota Banjarbaru? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui Fungsi Perencanaan BAPPEDA di Bidang tata ruang di 
Kota Banjarbaru?. 
2. Untung mengetahui Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang Kota 
banjarbaru. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah : 
1. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/  sumbangan 
pemikiran bagi para pihak yang terlibat di dalam mekanisme Penataan 
Ruang. 
2. Manfaat Teoritis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan 
pemikiran bagi ilmu hukum terkhusus dalam bidang Hukum Administrasi 
Negaea, terkait /hukum Tata Ruang. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Otonomi Daerah 
Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti 
sendiri dan nomous yang berarti hukum atau peraturan.Menurut Encyclopedia of 
Social Science, bahwa otonomi dalam pengertian orisinil adalah the legal self 
sufficiency of social body and its actual independence.Jadi ada 2 cirihakikat dari 
otonomi yakni legal self sufficiency dan actual independence.Dalam kaitannya 
dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti self government atau the 
condition of living under one’s own laws.Jadi otonomi daerah adalah daerah yang 
memiliki legal self sufficiency yang bersifat self government yang diatur dan diurus 
oleh own laws.Karena itu, otonomi lebih menitik beratkan aspirasi daripada kondisi. 
Berkaitan dengan pengertian otonomi ini, dalam sudut pandang historis 
Koesoemahatmadja3 mengemukakan pendapat, bahwa Menurut perkembangan 
sejarah di Indonesia otonomi selain mengandung arti  perundangan (regeling), juga 
mengandung arti pemerintahan (bestuur) . Dalam literatur Belanda otonomi berarti 
“pemerintahan sendiri” (Zelfregering) yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas 
zelfwetgeving (membentuk Undang-undang sendiri), zelfuitvoering (melaksanakan 
sendiri), zelfrechtspraak (mengadili sendiri) dan zelfpolitie (menindaki 
sendiri).4Pengertian istilah otonomi dengan pemaknaan yang lebih terbebas dari 
etimologinya, dikemukakan oleh Logeman yaitu kebebasan atau kemandirian, tetapi 
                                                            
3Sarundajang. 1999. Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara. Jakarta: Pustaka Sianar Harapan. Hal. 33. 
4Ibid. 
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bukan kemerdekaan.Namun kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah 
wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. 
Berdasarkan Pasal 18 UUD NRI 1945 yang merupakan dasar hukum 
pembentukan pemerintahan daerah, menghendaki pembagian wilayah Indonesia 
atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunannya ditetapkan dengan 
Undang-undang. Soepomo menyatakan bahwa Otonomi daerah sebagai prinsip 
berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat sendiri-
sendiri, dalam kadar Negara kesatuan. Tiap daerah mempunyai histories dan sifat 
khusus yang berlainan dari riwayat dan sifat daerah lain.5 Sementara itu, 
berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
yang dimaksud Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam, sistem Negara kesatuan Republik 
Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, 
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Sementara itu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terkait Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah, Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan 
pemerintahan negara yang terdiri atas: 
a. kepastian hukum 
                                                            
5 Abdullah Rozali. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. 
Jakarta: P.T. Radja Grafindo Persada. Hal. 11. 
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kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang 
mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara 
b. tertib penyelenggara negara 
Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara negara” adalah asas yang 
menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam 
pengendalian penyelenggara negara 
c. kepentingan umum 
Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang 
mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, 
akomodatif, dan selektif. 
d. Keterbukaan 
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan" adalah asas yang membuka 
diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, 
jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan 
tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan 
rahasia negara. 
e. proporsionalitas 
Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang 
mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara 
negara. 
f. Profesionalitas 
Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang 
mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
g. Akuntabilitas 
Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang 
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 
penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
h. Efisiensi 
Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang berorientasi 
pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan 
negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik 
i. Efektivitas 
Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang berorientasi 
pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. 
j. keadilan. 
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Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan 
dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara 
proporsional bagi setiap warga negara. 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 
1945) secara tegas memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan.Ketentuan ini diatur pada BAB VI UUD NRI 1945 tentang 
Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 18 UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa: 
(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan 
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, 
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur 
dengan undang-undang.  
(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan.   
(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui 
pemilihan umum.   
(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara 
demokratis.   
(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 
Pemerintah Pusat.   
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.  
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerin-tahan daerah diatur dalam 
undang-undang.   
 
Pasal 18 UUD NRI 1945 juga memberikan gambaran bahwa besar dan 
luasnya daerah otonom, serta hubungan wewenang dengan Pemerintah Pusat dan 
Daerah dibatasi dengan menghindari daerah-daerah otonom yang menjadi negara 
dalam negara, dalam hal ini bentuk federasi. Namun demikian, meski Pasal 18 
Undang-Undang dasar 1945 tidak mengatur mengenai pemerintahan wilayah atau 
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dekonsentrasi, tidak berarti bahwa dekonsentrasi adalah sesuatu yang tidak perlu 
atau kurang penting mengingat bahwa, dekonsentrasi adalah mekanisme untuk 
menyeleng-garakan urusan pusat di Daerah. 
Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diamanatkan bahwa 
pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pember-dayaan dan 
peran serta masyarakat.Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan 
mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan 
keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Oleh 
karena itu kreatifitas Kepala Daerah dalam memajukan kesejahteraan rakyat 
memiliki peranan penting terlebih dalam menetapkan program-program kerja 
pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah ini. 
Dalam upaya  efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, 
pemerintah daerah harus memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan 
dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Selain itu, 
aspek hubungan kewenangan, aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, 
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil 
dan selaras harus mendapatkan perhatian khusus. Demikian pula halnya dengan 
peluang dan  tantangan  dalam persaingan global dengan memanfaatkan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itulah agar mampu 
menjalankan perannya dengan baik, daerah diberikan kewenangan yang seluas-
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luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi 
daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerin-tahan negara. 
Sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi, timbullah daerah-daerah 
otonom.Mula-mula otonom atau berotonomi berarti mempunyai “peraturan sendiri” 
atau mempunyai hak/kekuasaan/ kewenangan untuk membuat peraturan sendiri 
(seringkali juga disebut hak/kekuasaan/ kewenangan pengaturan atau legislatif 
sendiri).Kemudian arti istilah otonomi ini berkembang menjadi “pemerintahan 
sendiri”.Pemerintahan sendiri ini meliputi pengaturan atau perundang-undangan 
sendiri, pelaksanaan sendiri, dan dalam batas-batas tertentu juga pengadilan dan 
kepolisian sendiri.Dengan demikian daerah otonom adalah daerah yang berhak dan 
berkewajiban untuk mengatur mengurus rumah tangganya sendiri.6Hal yang diatur 
dan diurus tersebut adalah tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang 
diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk 
diselenggarakannya sesuai dengan kebijak-sanaan, prakarsa dan kemampuannya 
sendiri. 
Teknik yang dipergunakan untuk menetapkan bidang mana yang menjadi 
urusan pemerintah pusat dan yang mana merupakan wewenang pemerintah daerah 
adalah Sistem Otonomi Riil.Dalam sistem ini, penyerahan urusan atau tugas dan 
kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil, sesuai 
dengan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari pemerintah daerah maupun 
pemerintah pusat serta pertumbuhan masyarakat yang terjadi.Karena pemberian 
                                                            
6Rulof Fabian W. 2013.Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Makassar: Perpustakaan 
Fakultas Hukum Unhas. Hal. 12. 
15 
 
tugas dan kewajiban serta wewenang ini didasarkan atas keadaan yang riil di dalam 
masyarakat, maka kemungkinan yang dapat ditimbul-kannya ialah bahwa 
tugas/urusan yang selama ini menjadi wewenang pemerintah pusat dapat 
diserahkan kepada pemerintah daerah dengan melihat kemampuan dan 
keperluannya untuk diatur dan diurus sendiri.Sebaliknya, tugas yang kini menjadi 
wewenang daerah, pada suatu ketika, bilamana dipandang perlu dapat diserahkan 
kembali pada pemerintah pusat atau ditarik kembali dari daerah. 
Dalam perkembangannya, otonomi daerah meliputi beberapa jenis sesuai 
dengan kondisi, diantaranya adalah7; 
a. Otonomi organik, merupakan keseluruhan urusan-urusan yang 
menentukan mati hidupnya badan otonomi atau daerah otonom. Dengan 
kata lain, urusan-urusan yang menyangkut kepentingan daerah 
diibaratkan sebagai organ-organ kehidupan yang merupakan suatu 
sistem yang menentukan mati hidupnya manusia. dimana, tanpa 
kewenangan untuk mengurus berbagai urusan vital, akan berakibat tidak 
berdayanya atau matinya daerah. 
b. Otonomi formal, merupakan apa yang menjadi urusan urusan otonomi 
tidak dibatasi secara positif. Satu-satunya pembatasan ialah daerah 
otonom yang bersangkutan tidak boleh mengatur apa yang telah diatur 
oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 
Dengan demikian, daerah otonom bebas mengatur urusan rumah 
                                                            
7S.H. Sarundajang, 2002, Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah, (Jakarta:Pustaka Sinar 
Harapan, 2002), hal 38-44. 
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tangganya asal tidak memasuki urusan yang menjadi kewenangan 
pemerintah pusat. 
c. Otonomi materiil, dimana kewenangan daerah otonom dibatasi secara 
positif, yaitu dengan disebutkan secara limitatif dan terinci atau tegas apa 
saja yang harus diatur oleh daerah otonom. 
d. Otonomi riil, merupakan gabungan antara otonomi formal dengadin 
otonomi materiil.  Dimana, pemerintah daerah diberikan wewenang 
sebagai wewenang pangkal dan kemudian dapat ditambah dengan 
wewenang lainnya secara bertahap, dan tidak boleh bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 
Atau dengan kata lain, penyerahan wewenang dilakukan berdasarkan 
kebutuhan, keadaan dan kemampuan daerah dalam 
menyelenggarakannya. 
e. Otonomi nyata, bertangung jawab dan dinamis, 
1) Otonomi nyata, terkait dengan penyusunan dan pembentukan daerah 
serta pemberian urusan pemerintahan di bidang tertentu pada 
pemerintah daerah harus disesuaikan dengan faktor-faktor tertentu 
yang hidup dan berkembang di daerah. Hal ini menurut Soepomo8 
sebagai suatu prinsip untuk memberikan penghormatan terhadap 
kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri-sendiri 
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik indonesia. Oleh karena 
                                                            
8Soepomo dalam Winarna Surya Adisubrata, 2003, Perkembangan Otonomi Daerah Di 
Indonesia  I (Sejak Proklamasi Sampai Awal Reformasi), (Semarang:Aneka Ilmu, 2003), hal 1. 
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itu, pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud 
menyeragamkan seluruh daerah menurut satu model. 
2) Otonomi yang bertanggung jawab, terkait dengan pemberian otonomi 
kepada pemerintah daerah diupayakan selaras atau sejalan dengan  
tujuannya, yaitu untuk kelancaraan pembangunan. 
3) Otonomi dinamis, terkait dengan kebijaksanaan otonomi yang 
menghendaki agar pelaksanaan otonomi harus senantiasa menjadi 
sarana untuk dapat memberikan dorongan yang baik dan maju 
terhadap segala kegiatan pemerintahan untuk memberikan pelayanan 
yang semakin baik mutunya. Selain itu, masyarakat daerah diberikan 
kesempatan untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan 
yang seluas-luasnya.   
Menurut Richard M. Bird dan Francois Vaillancourt, menyatakan terdapat tiga 
variasi desentralisasi dalam kaitan dengan otonomi daerah dengan derajat 
kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan daerah, yaitu : 
1. Dekonsentrasi (deconcentration), berarti pelepasan tanggung jawab 
yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertical di 
daerah atau ke pemerintah daerah. 
2. Delegasi (delegation), yaitu yang berhubungan dengan suatu situasi 
dimana daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk 
melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah dan. 
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3. Devolusi (devolution), yaitu yang berhubungan dengan suatu situasi 
yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk 
memutuskan apa yang perlu dikerjakan, berada di daerah.9 
Pada prinsipnya, otonomi daerah sebagai implikasi dari desentralisasi 
dimana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus penyelenggaraan pemerintahan lokal kepada daerah.Itulah sebabnya 
otonomi daerah dan desentralisasi tidak bisa terpisahkan, karena tidak mungkin 
terwujud otonomi daerah kalau sistem desentralisasi pemerintahan tidak dijalankan. 
Dekonsentrasi menurut Henry Maddick adalah pendelegasian kewenangan 
untuk menjalankan fungsi-fungsi dari suatu departemen pusat (pemerintah pusat), 
kepada staf yang berada di luar kantor pusat (dalam hal ini pemerintahan 
daerah).10Sedangkan menurut Irawan Soejito dekonsentrasi adalah pelimpahan 
sebagian kewewenangan pemerintah pusat kepada alat perlengkapan atau 
organnya sendiri di daerah.11Sementara itu Carolie Bryant berpandangan bahwa 
dekonsentrasi lebih merupakan desentralisasi yang bersifat administratif yang 
memberikan suatu delegasi wewenang pelaksanaan oleh pusat kepada para 
pejabatnya di tingkat lokal.12Para pejabat tersebut bertugas dalam batas-batas 
                                                            
9Richard M. Bird dan Francois Vaillancourt, Fiscal Decentralization in Developing Countries, 
(Cambridge United Kingdom, Cambridge University Press, 1998), hal 3. 
10
 Henry Maddick, Democracy, Decentralisation and Development, yang telah diterjemahkan 
bebas menjadi Desentralisasi dalam Praktek, (Yogyakarta: Pustaka Kendi, 2004), hal 34. 
11Irwan Soedjito, Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Jakarta, Bina 
Aksara, 1984)  hal. 29. 
12
 Carolie Bryant dan Louise G. Whita, Managing Development in the Third World, 
dieterjemahkan oleh Rusyianto L. Simatupang: Manajemen Pembangunan untuk Negara 
Berkembang, (Jakarta: LP3ES, 1989), hal 213-214. 
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rencana dan dengan sumber pembiayaan yang sudah ditentukan oleh pemerintah 
pusat. 
Otonomi daerah menjadi persoalan yang telah menarik perhatian dari 
sejumlah besar pengamat pembangunan, para donor, pakar internasional, 
termasuk Bank Dunia, IMF, Canadian International Development Agency(CIDA), 
Consultative Group on Indonesia (CGI), United States Agency for International 
Development (USAID), Australian Agency for International Development (AUSAID), 
German Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (Badan Kerjasama Teknis 
Jerman, GTZ) dan United Nations Development Program (UNDP). Adanya 
perhatian tersebut menegaskan pentingnya persoalan otonomi di Indonesia. 
Perubahan paradigma penyelengaraan pemerintahan daerah dari 
Sentralisasi kearah desentralisasi merupakan masalah yang paling menarik di 
Indonesia.Di masa lalu, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang paling 
sentralistik di dunia.Kini dengan otonomi daerah, Indonesia adalah negara yang 
mungkin paling desentralistik di dunia; Laporan Bank Dunia 1999)13. Turner 
menyatakan, mengatakan bahwa program otonomi daerah yang baru di Indonesia 
merupakan program otonomi daerah yang paling radikal di Asia Pasifik 14, dan 
studi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk memahami 
esensi otonomi daerah di Indonesia. 
                                                            
13
 Burki, S.J., Perry G.E., and Dillinger, W.R., Beyond the Centre: Decentralizing the State, 
(Washington DC:Oxford, 1999). 
14
 Turner, M and O. Podger (eds), Desentralisation in Indonesia, Redesigning the State, 
(Canberra:Asia Pacific Press at The ANU, 2003). 
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Pengaturan mengenai otonomi di Indonesia diatur dalam Pasal 18 angka (2) 
Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, 
daerah Kabupaten, dan daerah Kota Mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.Hal ini menunjukan 
bahwa kemandirian pemerintah daerah tercermin dari adanya pelimpahan 
sebagaian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk 
menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap 
pemerintahan di daerah. Hal ini terealisasi dari penerapan konsep desentralisasi, 
yang pada akhirnya akan melahirkan daerah-daerah otonom. 
B. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 
Pada umumnya suatu tujuan dan sasaran yang diharapkan akan lebih 
mungkin terwujud apabila sebelumnya sudah ada perencanaan dan persiapan yang 
matang untuk itu.  
Hal ini berarti bahwa dengan adanya perencanaan didalam pencapaian 
suatu tujuan atau sasaran yang diharapkan itu, akan lebih besar kemungkinan 
untuk memperoleh hasil yang memuaskan dari apa yang diinginkan.  
Oleh sebab itu “Perencanaan” adalah sangat penting dan menentukan sekali 
dalam melakukan tindakan – tindakan ataupun pekerjaan – pekerjaan supaya hasil 
dari pekerjaan – pekerjaan itu sesuai dengan apa yang diharapkan.  
Yang dimaksud dengan “rencana” dalam hal ini dapat diartikan sebagai 
rancangan (rangka sesuatu yang akan dikerjakan), misalnya rancangan – 
rancangan yang akan dilaksanakan,rancangan sesuatu usaha (pembangunan dan 
sebagainya)yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.  
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Perencanaan dilihat dari segi suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan 
dengan lebih baik, mendapatkan alasan yang lebih kuat untuk melakukan 
perencanaan : 
1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan 
kegiatan,adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang 
ditujukan kepada pencapaian pembangunan.  
2. Dengan perencanaan,maka dilakukan sutu perkiraan (forecasting)terhadap 
hal – hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan 
mengenai potensi – potensi dan prospek – prospek perkembangan,tetapi 
juga mengenai hambatan – hambatan dan resiko – resiko yang mungkin 
dihadapi, perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat 
dibatasi sedikit mungkin.  
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternative 
tentang cara yang terbaik (the best alternative) atau kesempatan untuk 
memilih kombinasi cara yang terbaik. (the best combination ).  
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas memilih urutan 
– urutan dari segi pentingnya suatu tujuan sasaran maupun kegiatan 
usahanya.  
5. Dengan adanya rencana, maka akan ada alat pengukur atau standar untuk 
mengadakan pengawasan/evaluasi (control/evaluation).  
Dari hal diatas, maka dapat diambil suatu keuntungan dari pada 
perencanaan itu sendiri dimana dalam perencanaan itu sudah dapat diduga efek 
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yang mungkin terjadi dan apa yang hendak dilaksanakan itu, kemudian akan dapat 
dicari jalan keluar yang terbaik untuk menatasi hal tersebut, sehingga kita tidak 
akan mungkin melakukan ataupun melanjutkan suatu pekerjaan yang memang 
mempunyai efek yang tidak diinginkan.  
Dengan demikian sikap yang bersifat untung – untungan dalam mengambil 
tindakan atau melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai sesuatu cita – cita akan 
ada lagi, melainkan sudah dapat dipikirkan sejak semula melalui perencanaan yang 
matang apakah pekerjaan itu dapat memberikan hasil yang memuaskan ataukah 
sebaliknya. 
Mengingat begitu pentingnya dilakukan perencanaan itu, maka perlu kiranya 
diberikan bebrapa rumusan tentang perencanaan tersebut dimana melaui rumusan 
itu kita akan dapat memperoleh gambaran ataupun penjelasan arti dan fungsi dari 
pada perencanaan itu sendiri.  
Perencanaan dalam arti seluas – luasnya, tidak lain adalah suatu proses 
persiapan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu 
tujuan tertentu oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada tiap jenis usaha 
manusia.  
Kemudian dapat juga dikatakan bahwa : 
perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya 
(maximum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efesien dan 
efektif. 
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Dari penjelasan - penjelasan diatas, dapat dilihat sejauh mana arti dan 
pentingnya serta fungsi perencanaan itu sendiri untuk senantiasa dilaksanakan 
dalam segala aktifitas - aktifitas kita dalam setiap pekerjaan dan dalam setiap saat. 
Khusus dalam hal perencanaan pembangunan, Albert Waterson 
menyebutkan perencanaan pembangunan adalah “melihat kedepan dengan 
mengambil pilihan berbagai alternative dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa 
depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksaannya tidak 
menyimpang dari tujuan. 
Dalam melakukan pembangunan, perencanaan yang matang sangat 
dibutuhkan, karena pembangunan-pembangunan itu bukanlah suatu pekerjaan 
yang ringan dan biasa saja, melainkan adalah suatu pekerjaan yang cukup berat 
dan membutuhkan banyak waktu, tenaga maupun biaya. Oleh sebab itu apabila 
pembangunan tidak dapat dilaksanakan ataupun dilanjutkan, maka jelas akan 
terdapat kerugian yang besar, baik dari segi materi maupun dari segi tenaga dan 
waktu, yang dipergunakan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.  
Jika dihubungkan dengan Negara Republik Indonesia yang pada saat ini 
masih tergolong pada saat ini masih tergolong kepada Negara yang sedang 
membangun ataupun disebut juga Negara sedang berkembang (Develoving 
Country), yang sedang mencurahkan perhatian untuk mengejar ketinggalan - 
ketinggalan itu dengan jalan melaksanakan pembangunan - pembangunan secara 
merata diseluh pelosok tanah air melalui pembangunan dalam segala bidang 
kehidupan, maka jelaslah bahwa pemerintah harus mempergunakan perencanaan 
yang matang untuk mewujudkannya.  
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Pemerintah Republik Indonesia pun menyadari betapa pentingnya 
perencanaan itu, khususnya dalam melaksanakan pembangunan, untuk itu 
pemerintah pada tahun 1969 tentang membuat suatu perencanaan pembangunan 
jangka panjang yang akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan 
yaitu perencanaan yang dinamakan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun 
(REPELITA), dimana perencanan itu telah dimulai dilaksanakan sejak tahun 1969 
yang dibagi-bagi dalam beberapa tahap dalam bentuk Repelita I, II, III, IV, V, yang 
juga dinamakan Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I).  
Dari penjelasan-penjelasan diatas, Nampak jelas betapa penting dan 
menentukannya perencanaan itu dalam segala aktivitas-aktivitas kita, khususnya 
dalam melaksanakan pembangunan. 
Dengan demikian maka, Pemerintah Republik Indonesia pun telah menyusun 
perencanaan – perencanaan yang matang dalam melaksanakan pembangunan 
disegala bidang, dan itupula lah yang menjadi titik tolak bagi pemerintah daerah 
untuk membuat berbagai perencanaan, khususnya perencanaan dalam 
melaksanakan pembangunan daerah. 
Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu, bahwa perencanaan itu 
sangatlah memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan tertentu, 
khususnya dalam pelaksanaan pembangunan disegala bidang. 
Oleh sebab itu, wajar apabila dikatakan bahwa tanpa adanya perencanaan 
yang matang, maka dihkawatirkan tidak akan pernah terlaksana pembangunan 
yang lancar sesuai dengan harapan.  
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Khusus bagi Negara Republik Indonesia yang masih tergolong Negara yang 
sedang berkembang dan giat – giatnya melaksanakan pembangunan disegala 
bidang, maka sepantasnya lah dalam melaksanakan pembangunan – 
pembangunan tersebut, terlebih dahulu diawali dengan perencanaan. Karena 
melalui perencanaan tersebut dapat diambil beberapa keuntungan, dimana dengan 
adanya perencanaan terlebih dahulu, jelas sudah dapat diperhitungkan apakah 
pelaksanaan dari pembanguna tersebut menguntungkan atau tidak, dan akan dapat 
diperkirakan kapan dilaksanakan serta upaya – upaya apa yang dapat dilakukan 
dengan mencapai tujuan tersebut.  
Hal ini bararti bahwa perencanaan itu memberikan jalan yang terbaik demi 
mencapai suatu maksud tertentu. Kemudian dengan adanya perencanaan terlebih 
dahulu, maka pembangunan itu tidak akan dilaksanakan sebelum diperhitungkan 
bahwa pembangunan itu akandapat dijalankan sebagaimana diinginkan sesuai 
dengan target yang diharapkan. 
Perencanaan dianggap sebagai “alat” pembangunan, karena perencanaan 
merupakan alat strategis dalam menentukan jalannya pembagunan.Suatu 
perencanaan yang disusun secara acak – acakan (tidak sistematis) dan tidak 
memperhatiakan aspirasi target (sasaran), maka pembangunan yang dihasilkan 
juga tidak seperti yang diharapkan. 
Pemerintah menyadari akan pentingnya perencanaan itu diadakan sebelum 
sampai pada tahap pelaksanaan pembangunan itu sendiri, terbukti dengan adanya 
Badan Perencanaan Pembangunan baik dipusat maupun didaerah yang bertugas 
untuk menyusun perencanaan pembangunan dan penilaian atas pelaksanaannnya. 
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Oleh karena itu pemerintah memandang perlu untuk membentuk suatu badan 
tertentu sebagai badan perencanaan pembangunan, yang dimaksudkan agar 
melalui pembentukan badan ini, tugas perencanaan pembangunan dapat berjalan 
dengan baik sehingga maksud dan tujuan pembangunan dapat tercapai. 
Sebagai realisasinya didaerah dibentuk Badan Perencanan Pembangunan 
Daerah yang disingkat dengan BAPPEDA dibentuk pertama kali berdasarkan 
keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974 yaitu tentang :”Pembentukan Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah” yang berlaku mulai tanggal 18 maret 1974 
yang kemudian dicabut dengan keluarnya keputusan Presiden Nomor 27 tahun 
1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang 
mulai berlaku pada tanggal 29 maret 1980. 
Mulai pembentukan Bappeda ini, baik untuk daerah tingkat I maupun untuk 
daerah tingkat II, diharapkan supaya daera - daerah dapat dilaksankan 
pembangunan dengan lancar untuk mencapai tujuan Negara kesatuan Republik 
Indonesia yaitu menuju masyarakat adil dan makmur. 
Hal ini tercermin dalam keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1980 tentang 
Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengatakan 
bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan didaerah, 
diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan 
pembangunan daerah.  
Selanjutnya dikatakan lagi “bahwa dalam rangka usaha menjamin laju 
perkembangan, keseimbangan dan kesinmabungan pembangunan didaerah, 
diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh terarah dan terpadu”. 
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Bappeda adalah Badan staff yang langsung berada dibawah dan tanggung 
jawab kepada kepala daerah yang bersangkutan. Hal ini dengan jelas disrbutkan 
dalam Kepres nomor 27 tahun 1980 tentang Pembentukan Bappeda R.I tersebut 
yang dalam pasal 2 (dua)nya berbunyi ;  
Ayat (1) 
Bappeda tingkat I, adalah badan staf yang langsung berada dibawah dan 
tanggung jawab kepada Gubernur/kepala daerah tingkat I. 
 
Ayat (2) 
Bappeda tingkat II, adalah badan staf yang langsung berada dibawah dan 
tanggung jawab kepada Bupati/Walikota madya kepala daerah tingkat II. 
 
Jadi jelaslah bahwa Bappeda itu mempunyai tugas atau pekerjaan yang 
sangat penting dalam membentuk kepala daerah untuk mewujudkan pelaksanaan 
pembangunan didaerah. 
Selanjutnya sebagai pelaksanaan Kepres Nomor 27 tahun 1980 itu, di 
lingkungan Departemen Dalam Negeri telah menerbitkan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 185 tahun 1980 tentang ; “Pedoman Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tingkat 
I(PemerintahanProvinsi) dan Tingkat II (Pem.Kab./Kota), yang mulai berlaku pada 
tanggal 28 Agustus 1980. 
Sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 
27 tahun 1980 tentang Pembentukan BAPPEDA R.I tersebut, dapat diketahui 
bahwa Kedudukan Bappeda adalah merupakan Badan staf Kepala daerah yang 
secara lengkap dan jelas diatur melalui pasal 2 dari Keputusan Presiden yang 
berbunyi : 
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1. Bappeda Tingkat I, adalah Badan staf yang langsung berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Gubernur/Kepala daerah Tingkat I (pasal 2 ayat 
1).  
2. Bappeda Tingkat II, adalah Badan staf yang langsung berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat 
II (pasal 2 ayat 2).  
Dari ketentuan diatas, maka dapat diketahui bahwa, Bappeda tersebut 
adalah merupakan Badan staf yang langsung berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Daerah. Hal ini berarti bahwa Bappeda bukanlah merupakan 
Badan Perencanaan Pembangunan yang berdiri sendiri diluar daripada tanggung 
jawab dari Kepala Daerah yang bersangkutan, tetapi Badan tersebut dibentuk 
adalah untuk bekerja dan membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan 
pekerjaan sebagai kepala daerah yang bertugas untuk merencanakan 
pembangunan serta mengadakan penilaian atas pelaksanaannya.  
Bappeda Tingkat I mempunyai tugas membantu Gubernur/Kepala Daerah 
Tingkat I (Pemerintahan Provinsi) dalam menentukan kebijaksanaan dibidang 
Perencanaan Pembangunan daerah Tingkat I serta penilaian atas pelaksanaannya. 
Bappeda tingkat II (Pemerintahan Kabupaten/Kota) mempunyai tugas 
membantu Bupati/Walikota Daerah Tingkat II dalam menentukan kebijaksanaan 
dibidang Perencanaan Pembangunan di daerah tingkat II serta penilaian atas 
pelaksanaannya. 
Selanjutnya dalam Keputusan Presiden tersebut pada pasal 4 ditentukan 
bahwa : 
Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di daerah, Bappeda 
tingkat I dan Bappeda tingkat II berkewajiban mengusahakan keterpaduan antara 
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rencana nasional dan daerah (pasal 4 ayat 1 KEPRES No. 5 tentang Pembentukan 
Bappeda R.I).”Dalam rangka melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 
Bappeda tingkat I dan Bappeda tingkat II mengkoordinasikan aspek-aspek 
perencanaan dari seluruh unit vertikal yang terdapat dalam wilayahnya (pasal 4 
ayat 2 KEPRES No. 5 tentang Pembentukan Bappeda R.I). 
Dengan demikian jelas lah bahwa dengan dibentuknya Badan dan 
Perencanaan Pembangunan Daerah, maka tugas pembangunan, pengawasan dan 
penilaian menjadi tugas daripada Bappeda tersebut, artinya bahwa badan itu bukan 
hanya bertugas sebagai perencanaan saja tetapi harus turut serta aktif dalam 
mengadakan pengawasan dan pelaksanaan dari yang sudah direncanakan semula. 
Hanya saja perlu diingat bahwa melalui pengawasan, badan ini akan dapat 
menyusun perencanaan pembangunan berikutnya dengan mempelajari hal-hal 
yang telah dilihat melalui pelaksanaan yang sudah dilakukan.  
Oleh sebab itu, Bappeda tidaklah boleh terlepas dari semua badan-badan 
maupun instansi-instansi yang ada didaerah itu dalam melakukan tugasnya sebagai 
Badan Perencanaan Pembangunan di daerah. 
Perlu diketahui bahwa sesuai dengan Undang-undang No.5 tahun 1974, 
tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, maka keseluruhan badan atau instansi 
yang terlinat dalam fungsi-fungsi manajemen pembangunan adalah sebagai berikut: 
a. Fungsi Perencanaan (planning), disamping ada pada masing-masing 
instansi vertikal maupun otonom, Bappeda mengemban secara dominan 
fungsi perencanaan itu.  
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b. Fungsi aktuasi (actuasting), yang sering juga disebut fungsi eksekutif, 
berada pada wewenang Kepala Daerah (KDH). Masing-masing instansi 
vertikal maupun daerah melaksanakan fungsi aktuasi ini; hanya bagi 
Gubernur/Bupati/Walikotamadya selaku kepala wilayah juga 
mengkoordinasikan kepada kantor wilayahnya masing-masing.  
c. Fungsi pengontrolan atau pengendalian (controlling), terutama sekali 
dilaksanakan oleh Inspektur wilayah Propinsi kabupaten/kotamadya (Irwil). 
Jika dikatakan demikian, tidak berarti masing-masing instansi di daerah itu 
tidak menjalankan fungsi pengontrolan; mereka tetap melaksanakan 
sekurang-kurangnya yang disebut sebagai “Internal control”.  
Hal diatas menunjukan bahwa Bappeda dalam pelaksanaan kegiatan-
kegiatan pembangunan, tidak boleh terlepas dari badan-badan lain, khususnya dari 
Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala daerah dan staf - staf 
Gubernur/Bupati/Walikotamadya yang bersangkut paut dengan pelaksanaan tugas 
pembangunan, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan 
dari pada pelaksanaan itu.  
Selanjutnya dalam Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1980 ditentukan 
bahwa yang menjadi fungsi daripada Bappeda Tingkat I adalah sesuai dengan apa 
yang diatur dalam pasal 5 sebagai berikut : 
a. Menyusun pola dasar Pembangunan daerah yang berdiri atas pola umum 
pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum Pelita daerah tingkat 
I.  
b. Menyusun Repelita daerah tingkat I.  
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c. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-
rencana tersebut pada huruf a dan b yang dibiayai oleh daerah sendiri 
ataupun yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan 
kedalam program tahunan nasional.  
d. Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas – dinas satuan 
organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah instansi – instansi 
vertikal, dearah – daerah tingkat II dan badan – badan lain yang berada 
dalam wilayah daerah tingkat I yang bersangkutan.  
e. Menyusun Rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tingkat I 
bersama – sama dan biro keungan daerah, dengan koordinasi sekretaris 
wilayah daerah tingkat I.  
f. Melaksakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan 
perencanaan pembangunan daerah.  
g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan pembangunan 
didaerah untuk menyempurnaan perencanaan lebih lanjut.  
h. Memonitor pelaksanaan pembangunan didaerah.  
i. Melakukan kegiatan – kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai 
dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.  
Sedangkan yang menjadi fungsi Bappeda Tingkat II adalah diatur dalam 
pasal 6 keputusan Presiden nomor 27 tahun 1980 sebagai berikut : 
a. Menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola 
umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum repelita 
daerah tingkat II.  
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b. Menyusun repelita daerah tingkat II.  
c. Menyusun program – program tahunan sebagai pelaksanaan 
rencana – rencana tersebut pada huruf a dan b yang biayai oleh 
pemerintah sendiri ataupun yang diusulkan kepada pemerintah 
daerah tingkat I untuk dimasukan kedalam program daerah tingkat I 
dan atau yang usulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan 
kedalam program tahunan nasional.  
d. Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas – dinas satuan 
organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah instansi – 
instansi vertikal,kecamatan – kecamatan dan badan – badan lain 
yang berada dalam wilayah daerah tingkat II yang bersangkutan.  
e. Menyusun rencana APBD Tingkat II bersama – sama dengan bagian 
keungan daerah dengan koordinasi sekretaris wilayah daerah tingkat 
II.  
f. Melaksakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk 
kepentingan perencanaan pembangunan didaerah.  
g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana 
pembangunan didaerah untuk penyempurnaan perencanan lebih 
lanjut.  
h. Memonitor pelaksanaan pembangunan didaerah.  
i. Melakukan kegiatan – kegiatan lain dalam rangka perencanan sesuai 
dengan petunjuk bupati/wali kotamadya kepada daerah tingkat II. 
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Bappeda sebagai salah satu unsur dalam merencanakan pembangunan di 
wilayah kota Banjarbaru memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 6 
keputusan Presiden nomor 27 tahun 1980. Fungsi tersebut adalah: 
a. Menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum 
pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum repelita daerah 
tingkat II.  
b. Menyusun repelita daerah tingkat II.  
c. Menyusun program – program tahunan sebagai pelaksanaan rencana – 
rencana tersebut pada huruf a dan b yang biayai oleh pemerintah sendiri 
ataupun yang diusulkan kepada pemerintah daerah tingkat I untuk 
dimasukan kedalam program daerah tingkat I dan atau yang usulkan 
kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan 
nasional.  
d. Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas – dinas satuan 
organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah instansi – instansi 
vertikal,kecamatan – kecamatan dan badan – badan lain yang berada 
dalam wilayah daerah tingkat II yang bersangkutan.  
e. Menyusun rencana APBD Tingkat II bersama – sama dengan bagian 
keungan daerah dengan koordinasi sekretaris wilayah daerah tingkat II.  
f. Melaksakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk 
kepentingan perencanaan pembangunan didaerah.  
g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana 
pembangunan didaerah untuk penyempurnaan perencanan lebih lanjut.  
h. Memonitor pelaksanaan pembangunan didaerah.  
i. Melakukan kegiatan – kegiatan lain dalam rangka perencanan sesuai 
dengan petunjuk bupati/wali kotamadya kepada daerah tingkat II. 
 
Bidang tata ruang Bappeda Kota Banjarbaru memiliki fungsi: 
a. Menyusun rencana dan program kerja Subbidang Tata Ruang sebagai 
bahan acuan dalam melaksanakan tugas 
b. Menyusun bahan perencanaan pembangunan bidang perhubungan yang 
terdiri dari perhubungan darat, udara, laut, penyeberangan, tata ruang 
dan lingkungan hidup 
c. Menyiapkan bahan program pembangunan bidang perhubungan darat, 
udara, laut, penyeberangan, tata ruang dan lingkungan hidup; 
d. Mengolah dan menganalisa program pembangunan bidang perhubungan 
yang terdiri dari perhubungan darat, udara, laut, penyeberangan, tata 
ruang dan lingkungan hidup; 
e. Memonitoring pelaksanaan program pembangunan bidang perhubungan 
darat, udara, laut, penyeberangan, tata ruang dan lingkungan hidup; 
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f. Menginventarisasi permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan 
pembangunan bidang perhubungan darat, udara, laut, penyeberangan, 
tata ruang dan lingkungan hidup; 
g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan 
program pembangunan bidang perhubungan darat, udara, laut, 
penyeberangan, tata ruang dan lingkungan hidup; 
h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; i. 
Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas. 
 
 
 
C. Dasar Hukum Dan Mekanisme Perencanaan Program-Program Kegiatan 
Pembangunan Daerah. 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan suatu dokumen 
perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 263 ayat 
(4)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD 
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas 
pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 
(satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah 
dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD 
selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (RAPBD). 
Kewajiban daerah untuk menyusun RKPD sebagai dasar dan acuan 
penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara 
lain : 
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
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2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional  
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaen/ Kota  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Keuangan Negara/ Daerah  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah  
12. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah  
13. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri 
Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
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14. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
15. Permendagri Nomor  27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah. 
 
Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan 
nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, perlu 
mensinergikan perencanaan pembangunan tahunan antar pusat dan daerah serta 
antar daerah, melalui penyusunan, pengendalian dan evaluasi hasil rencana kerja 
pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Untuk itu, Kementerian Dalam 
Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 
pada tanggal 8 April 2014 dan kemudian diundangkan pada tanggal 11 April 2014. 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah dimuat kedalam Undang-
Undang No. 27 Tahun 2014, BAB II Pasal 3  sebagai berikut. 
(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat: 
a. rancangan kerangka ekonomi daerah; 
b. program prioritas bidang pembangunan daerah; dan 
c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. 
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(2) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan 
pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, 
dan perkiraan untuk tahun direncanakan. 
(3) Program prioritas bidang pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan 
hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan 
sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. 
(4) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c, memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang 
bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan 
mendorong partisipasi masyarakat untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun 
anggaran yang direncanakan. 
(5) Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu kebijakan, program dan kegiatan 
pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, 
melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun 
sumber daya manusia dan teknologi. 
 
 
Pasal 10 Undang-Undang No. 27 Tahuin 2014 : 
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(1) Penambahan program baru dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah 
dilakukan perubahan dan/atau penambahan program dalam RPJMD. 
(2) Dalam hal penambahan program baru sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, tidak perlu 
merubah RPJMD.  
(3) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan 
dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra SKPD, sebagai acuan 
penyusunan Renja SKPD. 
 
Fungsi RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) 
Fungsi RKPD mencakup sebagai berikut : 
1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional 
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka 
menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan 
pembangunan daerah  
3. Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD  
4. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD  
5. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan 
fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah  
6. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja 
program pembangunan jangka menengah  
7. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar 
pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD  
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8. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, 
LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat  
9. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat. 
 
Kedudukan RKPD dalam Sistem dan Mekanisme Perencanaan dan 
Penganggaran Pembangunan Daerah 
RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, 
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, 
rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP). 
RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan 
DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas 
dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan 
PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses 
penyusunan APBD. 
Dari segi kerangka waktu, penyusunan dokumen RKPD harus diselesaikan 
pada setiap bulan Mei, sedangkan dokumen APBD harus sudah disahkan paling 
lambat tanggal 1 Desember. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD 
dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja 
SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel 
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dan sifatnya saling memberi masukan denganproses penyusunan Rencana Kerja 
SKPD (Renja SKPD). 
Ada lima pendekatan dalam penyusunan RKPD, yaitu : 
1. Pendekatan Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja) 
2. Pendekatan Politis dan Demokratis 
3. Pendekatan Partisipatif  
4. Pendekatan Top-Down  
5. Pendekatan Bottom-Up 
 
Mekanisme atau dapat pula disebut standard operation procedure, merupakan 
serangkaianinstruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses 
penyelenggaraan aktivitasorganisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, 
dimana dan oleh siapa dilakukan. 
Dengan adanya mekanisme penyusunan RKP ini maka diharapkan: 
1. Terdapat alur yang jelas serta standarisasi cara yang dilakukan oleh aktor 
yang terlibat dalam menyelesaikan penyusunan RKP. 
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan. 
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawab. 
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas. 
5. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, 
waktu, dan prosedur. 
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6. Menjamin kejelasan beban tugas yang dipikul oleh masing-masing actor dan 
tumpang tindih pelaksanaan tugas. 
7. Menjadi instrumen yang dapat melindungi para aktor dari kemungkinan 
tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan dan 
8. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam 
penyusunanRKP. 
 
Tujuan sebagaimana tersebut di atas jika mekanisme yang disusun 
memperhatikanberbagai prinsip sebagai berikut: 
a. Kemudahan dan kejelasan. 
Mekanisme yang disusun harus dapat dengan mudah dimengerti dan 
diterapkan olehsemua aparatur bahkan bagi seseorang yang sama sekali 
baru dalam pelaksanaantugasnya. 
b. Efisiensi dan efektivitas. 
Mekanisme yang disusun harus merupakan mekanisme yang paling efisien 
dan efektifdalam proses pelaksanaan tugas. 
c. Keselarasan. 
Mekanisme yang disusun harus selaras dengan ketentuan hukum, 
mekanisme, danprosedur-prosedur standar lain yang terkait. 
d. Keterukuran. 
Output dari mekanisme yang disusun mengandung standar kualitas atau 
mutu bakutertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya. 
e. Dinamis. 
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Mekanisme yang disusun harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan 
kebutuhanpeningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam 
penyelenggaraanadministrasi pemerintahan. 
f. Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani. 
Mekanisme yang disusun mempertimbangkan kebutuhan pengguna 
sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna. 
g. Kepatuhan hukum. 
Mekanisme yang disusun harus memenuhi ketentuan dan peraturan-
peraturanpemerintah yang berlaku. 
h. Kepastian hukum. 
Mekanisme yang disusun harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah 
produkhukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk 
melindungi aparaturatau pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum. 
Dengan demikian maka mekanisme penyusunan RKP yang melibatkan 
berbagai faktor sebagaimana tersebut di atas harus dibangun secara: 
1. Partisipatif melibatkan seluruh actor dan stakeholders terkait lainnya; 
2. Memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut di atas; 
3. Mengakomodir praktek yang baik yang selama ini sudah berlangsung; 
4. Hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 
8/M.PPN/11/2007; dan 
5. Ditetapkan melalui produk hukum yang bersifat dinamis terhadap perubahan. 
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D. Peraturan Daerah Perencanaa Tata Ruang 
Perkembangan dan pertumbuhan kota merupakan suatu hal yang tak dapat 
dihindari. Hal ini terjadi untuk menjawab kebutuhan manusia akan ruang aktivitas 
yang beragam. Makin bervariasi kegiatan manusia, maka semakin bervariasi pula 
pemanfaatan lahan dan ruang. Perkembangan dan pertumbuhan kota dapat 
dipastikan mengintervensi lingkungan 
Seringkali kota-kota di Indonesia tumbuh dan berkembang tanpa perencanaan 
yang matang sehingga bentukan dari kota-kota di Indonesia berbentuk urban 
sprawl.Keabstainan perencanaan ini tidak hanya dalam perencanaan secara fisik 
namun juga perencanaan kebijakan termasuk kebijksanaan tentang lingkungan. 
Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai kota otonom 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Berkaitan dengan adanya 
issue pemindahan kantor pemerintahan provinsi dari kota Banjarmasin ke kota 
Banjarbaru, gagasan yang sudah mulai sejak tahun 1951 tersebut saat ini sudah 
pada tahap perencanaan pada tingkat Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. 
Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Perkotaan Kota Banjarbaru 
bertujuan untuk menghasilkan suatu perangkat yang dapat digunakan untuk 
mengatur, menata, mengarahkan dan mengendalikan pembangunan kawasan 
sekitar Kawasan Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan sehingga 
perkembangannya dapat selaras dengan perkembangan Kawasan Perkantoran 
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan; yang bertujuan akhir pada terwujudnya 
lingkungan yang berkualitas serta terjaganya keseimbangan lingkungan di wilayah 
perencanaan dengan lingkungan sekitarnya. 
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Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah suatu rencana pembangunan kota 
yang berisikan Rencana sektoral dan rencana Pengembangan Tata Ruang Kota 
yang optimal disusun secara meyeluruh dan terpadu dengan menganalisis segala 
aspek dan pengembangan kota. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, 
ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya 
melaksanakan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. 
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya penataan 
perumahan, tata ruang dan pengawasan bangunan kota sangat penting untuk 
menjadi perhatian pemerintah kota dalam perumusan kebijakan, pembinaan, 
pengendalian, pengaturan dan pengawasannya. Hal di atur dalam Peraturan 
Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Banjarbaru.  
Dengan dibentuknya Perda Nomor 19 Tahun 2011 mewujudkan penataan 
ruang Kota Banjarbaru yang indah, damai, nyaman dan dinamis sebagai kota yang 
terdepan dalam pelayanan pendidikan, perdagangan dan jasa, industri, 
pemerintahan, dan permukiman dengan mempertahankan kelestarian lingkungan 
hidup bagi pembangunan berkelanjutan. 
Dalam Pasal 4 ayat (1) Perda Nomor 19 Tahun 2011, Dinas Perumahan, Tata 
Ruang dan Pengawasan Bangunan mempunyaitugas melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah dalam bidang Perumahan,Tata Ruang dan Pengawasan 
Bangunan berdasarkan asas otonomi dantugas pembantuan sesuai Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas 
Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan mempunyai fungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Perumahan, Tata Ruang dan 
Pengawasan Bangunan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan 
oleh Walikota. 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 
Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan. 
c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan,pengaturan, 
pelaksanaan dan pengendalian bangunan perumahan. 
d. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional, pembinaan, 
pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian tata ruang. 
e. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, 
pelaksanaan dan pengawasan bangunan. 
f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 
Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan. 
g. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup Dinas 
Perumahan, Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan. 
 Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perumahan, Tata Ruang dan 
Pengawasan Bangunan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi, baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan organisasi 
sesuai dengan tugas masing-masing. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengacu pada Peraturan 
Perundang-undangan yang relevan dan bahan hukum lain yang berhubungan 
dengan substansi penelitian, yang kemudian dihubungkan dengan pokok 
permasalahan dalam penelitian ini.Penelitian ini menganalisa Fungsi Bappeda 
dalam penataan ruang. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual 
(conseptual approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan 
komparatif (comparative approach) 
B. Tempat dan Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh bahan hukum yang akurat, penulis memilih tempat 
penelitian di Kota Banjarbaru, dengan lokasi penelitian Kantor Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda). Alasan penulis memilih tempat dan lokasi 
penelitian pada lembaga tersebut dikarenakan pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah kota banjar ada pada Bappeda. Sehingga bahan hukum 
dalam penelitian ini dapat dikumpulkan dengan lengkap dan komprehensif. 
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Penelitian ini menggunakan sumber-sumber hukum sehingga mampu 
menyelesaikan fokus penelitian.Sumber hukum dalam penelitian hukum ini dapat 
dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
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Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-
catatan resmi atau risalah sidang pembentukan perundang-undangan, dan putusan 
pengadilan.Sedangkan sumber bahan-bahan sekunder berupa publikasi tentang 
hukum yang bukan merupakan catatan resmi dan wawancara.Publikasi tersebut 
meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, makalah hukum, dan 
komentar-komentar terkait penelitian ini. 
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu studi 
kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan merupakan upaya dalam mencari 
bahan hukum primer dan sekunder antara lain melalui berbagai peraturan 
perundang-undangan, risalah sidang, putusan pengadilan, buku, surat kabar; koran, 
majalah, sumber internet dan bahan dokumentasi lain yang relevan dengan isu 
yang dikaji dalam tesis ini. Kemudian wawancara dilakukan dengan caradiskusi dan 
tanya jawab dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi terkait isu yang dibahas 
dalam tesis ini pada lembaga Negara sebagaimana yang telah disebutkan diatas.  
E. Analisis Bahan Hukum 
Terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, akan dikaji dengan cara 
memaparkan hasil obyek penelitian. Kemudian menguraikan hasil penelitian dalam 
bentuk pemetaan masalah, menghubungkan dan menguraikan fungsi Bappeda 
dalam Penataan Ruang Kota Banjarbaru.Dari hasil analisis dan telaah serta 
penafsiran bahan hukum, diharapkan akan menghasilkan suatu pembahasan yang 
cukup komprehensif dan ditarik konklusi dalam bentuk argumentasi. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Fungsi Perencanaan BAPPEDA di Bidang tata ruang di Kota Banjarbaru  
Pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien yang diwujudkan melalui proses 
penataan ruang yang optimal.. Amanat UU No.26 Tahun 2007 Pasal 11 : 
“Pemerintah daerah kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan 
penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah 
kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang 
wilayah kota. 
Pemerintah daerah dalam melaksanaan program pembangunan daerah 
memerlukan pedoman penyusunan RTRW Kota sebagai acuan semua pihak terkait 
untuk dapat menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang menganut asas 
Keselarasan, Keserasian, Keterpaduan, Kelestarian, Keberlanjutan serta 
keterkaitan antarwilayah.Pedoman perencanaan pembangunan pun, tidak terlepas 
dari pemerintah pusat sebagai pengambil kebijakan nasional. 
Pergeseran sistem ketatanegaraan Indonesia dari sentralisasi ke 
desentralisasi15 pada masa reformasi dilatarbelakangi untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah dengan 
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan 
kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
                                                            
15
Sebenarnya asas desentralisasi sudah sejak berlakunya desentralisatiewet Tahun 1903. Bahkan, 
sebelum itu juga telah dikenal adanya lembaga asli Indonesia yang mengurus rumah tangga sendiri di 
daerahnya seperti “pemerintahan desa” dan “pemerintahan Suapraja.” Kemudian peraturan tersebut 
mengalami perubahan dengan berlakunya  Bestuursher-vormingswet Tahun 1922 (Stb. 1922 Nomor 216. 
Undang-undang ini hanya sedikit mengatur mengenai penyelenggaraan rumah tangga sendiri, sehingga tidak 
begitu popular di kalangan masyarakat. Selanjutnya dapat dibaca di Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum 
Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2008), Hal 421-423. 
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Praktik sentralisasi yang memusatkan segala penyelenggaraan Negara melalui 
pemerintah pusat dianggap tidak mampu menghasilkan kesejahteraan masyarakat 
secara merata. 
Adanya desentralisasi ini kemudian berimplikasi terhadap timbulnya 
kewenangan pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya16 masing-
masing dan seluas-luasnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). Perihal kewenangan yang dimiliki pemerintah (pusat) adalah hal-hal yang 
sifatnya fundamental, yang proses penyelenggaraannya tidak dapat dilakukan oleh 
pemerintah daerah. 
Dalam Negara yang menganut prinsip Negara hukum, proses 
penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintah maupun pemerintah daerah 
haruslah berdasarkan hukum.Sehingga praktik penyelenggaraan Negara tidak 
menjadi sewenang-wenang.Kewenangan pemerintah diisyaratkan harus bertumpuh 
atas kewenangan yang sah. Sumber kewenangan tersebut dapat diperoleh melalui 
tiga cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya 
digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar 
(dilahirkan melalui peraturan perundang-undangan), sedangkan kewenangan 
delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. 
Hakikat kewenangan pemerintah daerah dikaitkan dengan sumber 
kewenangan harus dikaji melalui undang-undang dasar (verfasung). Dalam Pasal 
                                                            
16
 Mengurus rumah tangga sendiri biasanya disebut dengan istilah otonom, yang istilahnya berasal 
dari kata “auto” yang berarti “sendiri” dan “nomos” yang berarti “sendiri.” Jadi dalam kajian pemerintahan, 
otonom dapat diartikan mengurus rumah tangga sendiri. 
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18 UUD NRI 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi Indonesia menentukan 
bahwa: 
1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan 
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, 
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur 
dengan undang-undang.** )  
2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan.**)  
3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui 
pemilihan umum.** )  
4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah 
daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.**)  
5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan 
Pemerintahan Pusat.**)  
6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.** ) 
7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam 
undang-undang.** ) 
Negara Republik Indonesia berdasar UUD NRI 1945 adalah negara dengan 
susunan organisasi berbentuk Negara kesatuan (untary, state, eenheidstaat).Dalam 
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sistem ini kekuasaan Negara terbagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan 
daerah.Kekuasaan asli terdapat ditingkat pusat, sedangkan kekuasaan daerah 
mendapatkan kekuasaan dari pusat melalui penyerahan kekuasaan sebagian 
kekuasaan yang ditentukan secara tegas.17kemudian dibagi atas daerah-daerah 
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota yang mengurus 
rumah tangganya sendiri. Sampai saat ini dalam praktik ketatanegaraan Indonesia 
setelah amademen UUD NRI 1945, mengeluarkan 3 (tiga) produk undang-undang 
mengenai otonomi daerah, pertama Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tetang 
Pemerintah Daerah beserta peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan pada tahun 
1999 dan tahun 2000 dan Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
beserta peraturan-peraturam pelaksanaannya18 dan Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
Praktik ketatanegaraan pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 22 
Tahun 1999 Tetang Pemerintah Daerah dianggap menjauh dari hakikat 
pemerintahan daerah yang dicita-citakan sebelumnya. Dengan adanya hubungan 
yang tidak bersifat hierarkis antara pemerintah daerah provinsi dan pemerintah 
daerah kabupaten/kota membuat kekacauan dalam proses penyelenggaraan 
pemerintahan. Pemerintah provinsi sulit melakukan koordinasi mengenai 
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga menimbulkan ketidakterpaduan 
pemerintahan, pelayanan umum, dan pembangunan daerah. Sebenarnya, 
pengertian pola hubungan yang tidak bersifat hierarkis itu juga dianut Negara lain, 
                                                            
17
Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok op.cit, Hal 282. 
18
 Terdapat juga yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nmor 25 Tahun 
1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah beserta peraturan-peraturan 
pelaksanaanya. 
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seperti misalnya Belanda yang sesuai dengan pemikiran Thorbecke disebut 
sebagai “a decentralized unitary state.” Menurut constantujn S.J.M. Kortmann dan 
Paul P.T. Bovend’Eeert,19 
“the relationship between central government and the centralized authorities 
not hierarchical. Decentralized government authorities are autonomous 
public institutions with their own legal personality. Their functioning is, 
however, subject to various forma of central control, and their regulations are 
of a lower order than national legislation.” 
 
Praktik ketatanegaran Indonesia pada saat berlakunya Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang cenderung 
disalahpersepsikan sehingga menimbulkan masalah dalam sistem pemerintahan 
daerah. Dengan kondisi seperti itu, maka disusunlah Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengubah sistem pemerintahan 
antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota 
mempunyai hubungan hierarkis yang masih menitikberatkan pada prinsip otonom. 
Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengklasifikasikan 
urusan pemerintahan menjadi Urusan Pemerintahan absolut, urusan pemerintahan 
konkuren, dan urusan pemerintahan umum. 
Titik beratnya prinsip otonom agar sifat hierarki tidak dipraktikkan ke arah 
sentralisasi, maka UUD NRI 1945 memperkuat posisi pemerintah daerah untuk 
mengurus rumah tangganya sendiri.Hal ini menjadi satu kesatuan yang termaktub 
dalam ayat selanjutnya, yakni Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat 
(5).Desentralisasi pada prinsipnya adalah: 
                                                            
19
Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok op.cit, Hal 429. 
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a. Pembagian susunan pemerintahan, pemerintahan pusat dan pemerintah 
daerah   
b. Penyerahan urusan atau wewenang pemerintahan dari pemerintah 
kepada pemerintah daerah untuk menjadi urusan atau wewenang 
pemerintahan sendiri. 
Dengan demikian akan terbentuk pemerintahan lokal yang berwenang 
menyelenggarakan pemerintahan sendiri, sesuai dengan karakteristik daerah 
masing-masing.Esensi dari desentralisasi tersebut adalah untuk mengatasi 
permasalahan yang kompleks terkait dengan keberagaman dan ciri khusus yang 
dimiliki oleh daerah.Pada prinsipnya adanya desentralisasi akan berimplikasi 
kepada transfer kewenangan. Yang mana, pemerintah menyerahkan kepada 
pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus apa yang menjadi kewenangan 
pemerintah pusat. Dalam pengertian ini desentralisasi terjadi dalam bentuk 
pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik 
maupun risudal yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah.20 
Syafrudin, berpendapat bahwa otonomi bermakna kebebasan atau 
kemandirian tetapi bukan kemerdekaan.Di dalamnya terkandung 2 aspek 
utama.Pertama, pemberian tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan suatu 
urusan.Kedua, pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan dan 
menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut (Syafrudin, 1983: 23). 
Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Otonomi Daerah adalah hak, 
wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 
                                                            
20
 Henry Maddick, Democracy, Decentralization and Development, reprinted (London: Asia 
Publishing House, 1966),  hal 23. 
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sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 huruf 
c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974). 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang 
dimaksud dengan Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang 
dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, yang dimaksud Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi, timbullah daerah-daerah 
otonom.Mula-mula otonom atau berotonomi berarti mempunyai “peraturan sendiri” 
atau mempunyai hak/kekuasaan/ kewenangan untuk membuat peraturan sendiri 
(seringkali juga disebut hak/kekuasaan/kewenangan pengaturan atau legislatif 
sendiri).Kemudian arti istilah otonomi ini berkembang menjadi “pemerintahan 
sendiri”.Pemerintahan sendiri ini meliputi pengaturan atau perundang- undangan 
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sendiri, pelaksanaan sendiri, dan dalam batas-batas tertentu juga pengadilan dan 
kepolisian sendiri.Dengan demikian daerah otonom adalah daerah yang berhak dan 
berkewajiban untuk mengatur mengurus rumah tangganya sendiri. (Josef Riwu 
Kaho, 2003). Hal yang diatur dan diurus tersebut adalah tugas-tugas atau urusan-
urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah 
untuk diselenggarakannya sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan 
kemampuannya sendiri. 
Teknik yang dipergunakan untuk menetapkan bidang mana yang menjadi 
urusan pemerintah pusat dan yang mana merupakan wewenang pemerintah 
daerah, adalah Sistem Otonomi Riil.Dalam sistem ini, penyerahan urusan atau 
tugas dan kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil, 
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari pemerintah daerah 
maupun pemerintah pusat serta pertumbuhan masyarakat yang terjadi.Karena 
pemberian tugas dan kewajiban serta wewenang ini didasarkan atas keadaan yang 
riil di dalam masyarakat, maka kemungkinan yang dapat ditimbulkannya ialah 
bahwa tugas/urusan yang selama ini menjadi wewenang pemerintah pusat dapat 
diserahkan kepada pemerintah daerah dengan melihat kemampuan dan 
keperluannya untuk diatur dan diurus sendiri.Sebaliknya, tugas yang kini menjadi 
wewenang daerah, pada suatu ketika, bilamana dipandang perlu dapat diserahkan 
kembali pada pemerintah pusat atau ditarik kembali dari daerah. 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ada 3 (tiga) prinsip yang dipakai 
yaitu: 
a. Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. 
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b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di  
Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. 
c. Asas Tugas Pembantuan dapat dilaksanakan di daerah Provinsi, Daerah 
Kabupaten, daerah Kota dan Desa (Penjelasan Undang-Undang Umum 
Pemerintah Daerah). 
Prinsip-prinsip tersebut di atas menunjukkan bahwa khusus untuk Daerah 
Kabupaten dan Daerah Kota,  prinsip yang selama ini dijalankan yaitu 
melaksanakan asas desentralisasi berdampingan dengan asas dekonsentrasi 
dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah tidak berlaku lagi, karena 
penyelenggaraan asas desentralisasi di daerah Kabupaten dan Daerah Kota 
dilaksanakan secara bulat dan utuh. 
Konsep negara kesatuan, menyangkut prinsip dasar dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Konsep dasar tersebut pada satu sisi mengokohkan 
keberadaan daerah sebagai bagian nasional tetapi disisi lain memberikan stimulasi 
bagi masyarakat daerah untuk mengartikulasi semua kepentingan, termasuk 
masalah otonomi daerah dalam sistem hukum dan kebijakan nasional yang 
berbentuk sebuh peraturan perundang-undangan, dengan demikian idealnya 
menurut Hari Sabarno21 tidak ada dan tidak mungkin terjadi suatu kebijakan 
nasional yang mengesampingkan mengurangi atau bahkan menghilangkan otonomi 
daerah, karena adanya otonomi daerah melalui kebijakan desentralisasi dalam 
negara kesatuan tetap dipertahankan dengan memodifikasi tertentu dengan 
                                                            
21
Hari sabarno. Untaian Pemikiran Otonomi  daerah, Memadu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan 
Bangsa, (Jakarta: Sinar Grafika Jakarta, 2007), Hal 144 
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semangat dan irama reformasi nasional. Kemudian munculnya euforia kedaerahan 
yang disebabkan oleh perubahan sosial dan politik yang cukup drastis  sejak 
reformasi Tahun 1998 tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan konsep 
“Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan kebijakan  penyelenggaraan pemerintah 
daeah dan pelaksanaan otonomi daerah” 
Pandangan ini muncul karena adnaya kecenderungan dan wacanayng 
berkembangan dalam pemikiran para  pakar dan masyarakat bahwa adanya 
perubahan terhadap sistem ketatanegaraan diawal era reformasi ini memungkinkan 
adanya  perubahan terhadap bentuk negara darinegara kesatuan menjadi negara 
federal. 
Berkaitan dengan pandangan tersebut Suko Wiyono22 mengemukakan 
diawal reformasi, saat  kebijakan otonomi daerah mulai menjadi bagian dari wacana 
publikpada masa transisi pemerintahan diIndonesia antara tahun 1998-1999 muncul 
berbagai macampendapat tentang kehendak untuk menghidupkan kembali 
pemerintahan yang berdasarkan federalisme di satu pihak dan dipihak lain 
menghendaki sistem desentralisasi dalam negara kesatuan tetap dipertahankan 
dengan modifikasi tertentu dengansemangat dan irama reformasi nasional.   
Keadaan ini menimbulkan gejolak dalam meletakkan konsep baru dala 
menata sistem ketatanegaraan yng pada saat itu muncul dalam menata sistem 
ketatanegaraan yang pada saat itu muncul berbagai wacana yng ingin melakukan 
perubahan terhadap bentuk negara dan sistem pemerintahan, masing-masing 
kelompok atau unsur yang ingin melakukan perubahan tersebut mengemukakan 
                                                            
22
 Suko Wiyono, Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesi, (Jakarta: Faza Media, 2006), Hal 
46. 
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argumentasi berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan visinya 
masing-masing dalam menata pemerintahan padamasa yang akan datang. 
Argumen yang dikemukakan guna mendukung posisi masing-masing baik 
posisi yang menginginkan negara federal dan posisi yangg menginginkan tetap 
dalam negara kesatuan sangat kuat.Namun kekuatan politik yang ada di Indonesia 
tidak memberikan dukungan yang positif terhadap kemungkinan untuk menciptakan 
pemerintahan yang federalistik.Bahkan hampir semua partai politik yang ada di 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak mendukung munculnya ide pembentuk 
pemerintahan yang federalis. Hal ini ditunjukkan pada saat proses  perubahan UUD 
NRI 1945. 
Salah satu kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan UUD NRI 1945 
kesepakatan dasar tersebut adalah tetap mempertahanka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.Dalam bentuk Negara Kesatuan, membentuk otonomi seluas-
luasnya dapat dimungkinkan untuk dipraktikkan. Makna pasal tersebut memiliki 
makna bahwa otonomi seluas-luasnya memberikan kewenangan kepada 
pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan, kecuali urusan yang 
oleh undang-undang ditentukansebagai urusan pemerintah pusat, juga 
mengandung konsekuensi pengertian ke arah pengaturan yang bersifat 
federalistis,dengan asumsi dasar adalah bahwa kekuasaan asal atau sis (residual 
power) justru  berada di daerah, kecuali jika undang-undang  menentukan lain. 
Pada Pasal 1 ayat (1) UU NRI 1945 menentukan bahwa Negara Indonesia 
adalan Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik, hal tersebut menunjukkan 
59 
 
bahwa pada negaraindonesia tidak terdapat wilyah atau daerah yang bersifat 
negara atautidak ada negara dalam negara. 
Konsekuensi negara kesatuan ini, terdapat pemerintahan yang terdiri dari 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengaturan tentang pemerintahan 
daerah terdapat pada BAB VI dengan judul pemerintahan daerah, dalam UU NRI 
1945, pada undang-undang dasar tersebut juga dicantuman tentang negara 
kesatuan  dan pembagian wilayah atau daerah yaitu pada Pasal 18 ayat (1) yaitu, 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibagi atas daerah-daerah provinsi dan 
daerah provinsi di bagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, 
kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan 
undang-undang. 
Sebagai hukum tertinggi dan konstitusi negara  tertinggi secara tegas 
undang-undang dasar ini memberikan tuntutan kepada bangsa dan negara 
indonesia, untuk menjalankan pemerintahan, dan setiap perubahan perundang-
undangan yang diibuat atau di bawahnya  tidak boleh bertentangan dengan hukum 
dasar tersebut. Analisis terhadap konsep negara kesatuan yang ditetapkan dalam 
hukum dasar dengan pengaturan kebijakan yang ditetapkan hukum dasar dengan 
pengatuan kebijakan desentralisasi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
dapat dilihat pengaturannya pada setiap undang-undang pemerintahhan daerah, 
yang mana pada setiap undang-undang pemerintahan daerah senantiasa 
mencantumkan konsep kebijakan desentralisasi. 
Konstruksi UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membentuk 
hubungan jierarki antarpemerintah dan pemerintah daerah merupakan salah satu 
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upaya untuk mengatasi munculnya diintegrasi dalam negara kesatuan oleh karena 
itu hanya dasar negara indonesia sebagai negara kesatuan senantiasa dijadikan 
dasar petunjuk dalam melakukan kebijakan pemerintahan termasuk hubungan 
kewenangan antar tingkat pemerintahan dengan kekuasaan antar pemerintah dan 
pemerintahan daerah, dalm mengkonsentrasikan hubungan kewenangan tersebut 
dengan menjaga keseimbangan hubungan kewenangan antar tingkat 
pemerintahan. 
UUD NRI 1945 sebagai konstitusi dan fundamental hukum negara tetap 
meletakkan konsepsi “Negara Kesatuan Republik Indonesia”sebagai dasr 
bernegaar, juga karena konsepsi tersebut memposisikan daerah sebagai bagian 
yang tidak terpisahkan dari dan meletakkan negara  sebagai organsasi kekuasaan 
yang menampung kehendak daerah oleh sebab itu secara normatif maupun empiris 
antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah dalam konsepsi Negara 
Kesatuan Republik Indonesia akan hidup dan tunduk secara profesional. 
Berdasarkan konsepsi tersebut perlu dipahami bahwa prinsip dasar 
bernegara  dalam konteks negara kesatuan menunjukkan posisi daerah sebagai 
bagian dari negara yang berada dalam suatu jenjang atau hierarki pemerintahan 
yakni, pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota, 
dari setiap bentuk peerintahan didasarkan pada suatu tatanan normatif etik, 
sehingga dalam implementasi setiap kebijakan yang ditempuh dapat mengokohkan 
konsepsi negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Terkait dengan penataan ruang, pemerintahan daerah harus mengacu pada 
kebijakan nasional guna terciptanya sinergitas pembangunan nasional. Pembagian 
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sektor pembangunan yang beragam dan sesuai potensi wilayah masing-masing 
akan sangat menentukan guna terwujudnya cita negara. Acuan Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) terdiri dari RPJPD &RPJMD, Pemanfaatan/Pengembangan 
Wilayah, Penentuan Lokasi Investasi, Penyusunan Rencana Rinci Kota, 
pengendalian pemanfaaatan Ruang, dan Administrasi Pertanahan. Jikan RTRW 
telah dibuat, maka implikasi dari ha ltersebut adalah terwujudnya keterpaduan 
pembangunan wilayah kota, keserasian pembangunan wilayah kota dengan wilayah 
sekitar, tata ruang wilayah yang berkualitas. 
Bappeda sebagai ketua panitia perencanaan tata ruang wilayah, membuat 
muatan RTRW. Muatan RTRW terdiri dari  
1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota 
2. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota 
3. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota 
4. Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota 
5.  Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota 
6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Ketentuan Pemberian 
Disinsentif Ketentuan Sanksi 
Kegiatan pembangunan merupakan bagian terpenting dan tidak dapat 
terpisahkan dari proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Indonesia 
sebagai salah satu negara yang menganut paham Welfare state berkewajiban 
untuk dapat menyelenggarakan pembangunan dengan memanfaatkan secara 
optimal berbagai sumber daya yang ada guna memenuhi kebutuhan hidup 
rakyatnya. Kewajiban negara ini diperkuat dengan dicantumkannya dalam konstitusi 
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negara yakni pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa 
negara memiliki kekuasaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya untuk digunakan sebesarbesarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan 
kata lain, ketentuan ini bermakna bahwa negara dengan berbagai cara dan tanpa 
alasan apapun dituntut untuk dapat mensejahterakan rakyatnya. 
Bappeda sebagai salah satu unsur dalam merencanakan pembangunan di 
wilayah kota Banjarbaru memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 6 
keputusan Presiden nomor 27 tahun 1980. Fungsi tersebut adalah: 
j. Menyusun pola dasar pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum 
pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum repelita daerah 
tingkat II.  
k. Menyusun repelita daerah tingkat II.  
l. Menyusun program – program tahunan sebagai pelaksanaan rencana – 
rencana tersebut pada huruf a dan b yang biayai oleh pemerintah sendiri 
ataupun yang diusulkan kepada pemerintah daerah tingkat I untuk 
dimasukan kedalam program daerah tingkat I dan atau yang usulkan 
kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan 
nasional.  
m. Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas – dinas satuan 
organisasi lain dalam lingkungan pemerintah daerah instansi – instansi 
vertikal,kecamatan – kecamatan dan badan – badan lain yang berada 
dalam wilayah daerah tingkat II yang bersangkutan.  
n. Menyusun rencana APBD Tingkat II bersama – sama dengan bagian 
keungan daerah dengan koordinasi sekretaris wilayah daerah tingkat II.  
o. Melaksakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk 
kepentingan perencanaan pembangunan didaerah.  
p. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana 
pembangunan didaerah untuk penyempurnaan perencanan lebih lanjut.  
q. Memonitor pelaksanaan pembangunan didaerah.  
r. Melakukan kegiatan – kegiatan lain dalam rangka perencanan sesuai 
dengan petunjuk bupati/wali kotamadya kepada daerah tingkat II. 
 
Dalam menjalankan fungsinya terkait penataan ruang dan otonomi daerah, maka 
Bappeda selaku ketua panitia dalam perencanaan penataan ruang. Kemudian 
63 
 
dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya, Bappeda harus menjalankan 
sesuai sistem pemerintahan daerah dan model penataan ruang sehingga tercipta 
sinergitas pembangunan nasional. 
Sebagaimana diketahui Tugas negara dalam penyelenggaraan penatan 
ruang meliputi dua hal, yaitu; (a) police making, ialah penentuan haluan negara; (b) 
task executing, yaitu pelaksanaan tugas menurut haluan yang telah ditetapkan oleh 
negara.23Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, negara 
memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah 
dan pemerintah daerah.Penyelenggaraan penataan ruang itu dilakukan dengan 
tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Secara yuridis, wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan 
ruang meliputi: 
1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta 
terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, 
provinsi, dan kabupaten/kota. 
2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional. 
3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional. 
4. Kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerja sama 
penataan ruang antarprovinsi. 
                                                            
23
 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: Rajawali Pers,2014), Hal 13 
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Kemudian wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan 
penataan ruang meliputi: 
1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan 
ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan 
penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota. 
2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi. 
3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi. 
4. Kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama 
penataan ruang antarkabupaten/kota. 
Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan 
ruang meliputi: 
1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan 
ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota. 
2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. 
3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. 
4. Kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota. 
Berdasarkan hal tersebut wewenang pemerintah daerah kota Banjar dalam 
pelaksanaan penataan ruang wilayah kota meliputi: 
1.  Perencanaan tata ruang wilayah kota. 
2. Pemanfaatan ruang wilayah kota. 
3. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. 
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Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan 
pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang Banjar 
Baru. Pada Undang-Undang Penataan Ruang, perencanaan rencana tata ruang 
wilayah nasional, rencana tata ruaang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang 
wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, 
termasuk ruang di dalam bumi. Perencanaan Pembangunan Nasional terbagi atas 
tiga jenis perencanaan yaitu:24 
1.  Rencana Jangka Panjang 
2. Rencana Lima Tahunan 
3. dan Rencana Tahunan. 
 
Sebagaimana diketahui bahwa, Pasal 19 Undang-Undang Penataan Ruang 
menentukan bahwa Penyusuanan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional harus 
memeperhatikan: 
1. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.  
2. Perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil pengkajian 
implikasi penataan ruang nasional. 
3. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas 
ekonomi. 
4. Keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah. 
5. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 
6. Rencana pembangunan jangka panjang nasional. 
7. Rencana tata ruang kawasan strategis nasional. 
                                                            
24
B.S .Muljana. Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
dengan Fokus Repelita V. Jakarta: UI-Press. 2001. hlm. 4. 
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8. Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah 
kabupaten/kota. 
Rencana Tata Ruang Nasional nantinya akan menjadi acuan terhadap 
rencana tata ruang provinsi, kabupaten/kota. Adapun Rencana Tata Ruang 
Provinsi adalah sebagai berikut: 
1. Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi mengacu pada:  
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 
b. Pedoman bidang penataan ruang. 
c.  Rencana pembangunan jangka panjang daerah. 
2. Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi harus memperhatikan:  
a. Perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi 
penataan ruang provinsi. 
b. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 
provinsi. 
c.  Keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan 
kabupaten/kota. 
d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 
e. Rencana pembangunan jangka panjang daerah. 
f. Rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan. 
g. Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi. 
h. Rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota 
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Sedangkan dalam penyususnan Rencana Tata Ruang Kabupaten dan Kota 
mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi. Rencana Tata Ruang Kabupaten sebagai berikut: 
1. Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat: 
a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.  
b. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem 
perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan 
sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten. 
c. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan 
lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten 
d. Penetapan kawasan strategis kabupaten 
e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi 
program utama jangka menengah lima tahunan 
f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang 
berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, 
ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. 
2. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:  
a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah.  
b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah.  
c.  Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah 
kabupaten.  
d.  Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan 
antarsektor.  
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e.  Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.  
f. Penataan ruang kawasan strategis kabupaten 
3. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan 
perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.  
4. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua 
puluh) tahun.  
5. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali 
dalam 5 (lima) tahun.  
6. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan 
bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan 
7. dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau 
wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan undang-undang, rencana tata 
ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 
(lima) tahun. 
8.  Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan 
daerah kabupaten. 
Secara yuridis, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 UU Penataan Ruang, pada 
tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian di atas ditambahkan:  
a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;  
b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan  
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c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan 
pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi 
bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai 
pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.  
Kemudian Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud terdiri dari ruang terbuka 
hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada 
wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi 
ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen 
dari luas wilayah kota. Distribusi ruang terbuka hijau publikdisesuaikan dengan 
sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur 
dan pola ruang. 
Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola 
ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan 
program beserta pembiayaannya.Ketentuan umum tentang pemanfaatan ruang 
ditegaskan dalam Pasal 32 Undang-Undang Penataan Ruang sebagai berikut: 
1. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program 
pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. 
2. Pemanfaatan ruang tersebut dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan 
ruang, baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan 
ruang di dalam bumi. 
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3. Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya termasuk jabaran 
dari indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang 
wilayah. 
4. Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan 
jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang 
ditetapkan dalam rencana tata ruang. 
5. Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasikan dengan 
pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya.  
6. Pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan memperhatikan standar 
pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana. 
Mengenai ketentuan apa saja yang harus dilakukan dalam Pemanfaatan Ruang 
Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dinyatakan sebagai berikut: 
1. Dalam pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota 
dilakukan: 
a. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang 
wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis. 
b. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang 
dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis. 
c. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang 
wilayah dan kawasan strategis. 
2. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata 
ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis ditetapkan kawasan 
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budi daya yang dikendalikan dan kawasan budi daya yang didorong 
pengembangannya. 
3. Pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui pengembangan kawasan 
secara terpadu. 
4. Pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan: 
a. Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. 
b. Standar kualitas lingkungan.  
c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 
Adanya Pengendalian Pemanfaatan Ruang jika terjadi ketidaksesuaian 
pemanfaatan ruang.Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk 
menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan 
rencana tata ruang. Pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang 
adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.  
B. Pelaksanaan Prencanaan Tata Ruang  di Dnas tata ruang kota Banjarbaru 
Bappeda Kota Banjarbaru adalah salah satu satuan kerja perangkat daerah 
Kota Banjarbaru yang secara umum membantu Kepala Daerah dalam perencanaan 
pembangunan di Kota Banjarbaru. Bappeda berdiri pada tahun 2000 seiring dengan 
definitifnya Kota Administratif Banjarbaru menjadi Kotamadya pada tahun 1999, 
kemudian berubah nomenklatur menjadi Bappeda dan Penanaman Modal pada 
tahun 2008, setelah itu pada bulan Januari 2014 kembali menjadi Bappeda. 
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Bentuk tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  adalah 
membantu Walikota dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah dibidang 
penelitian, pengembangan dan statistik, penyusunan program dan  evaluasi, fisik, 
prasarana dan tata ruang,  ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Fungsi Bappeda Banjarbaru pada dasarnya terkait pada: 
1. Perumusan, penyusunan, koordinasi, sinkronisasi, dan validasi kebijakan 
bidang  penelitian, pengembangan, dan statistik dan pelaporan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 
2. Perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan validasi kebijakan bidang 
penyusunan program dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
3. Perumusan, penyusunan, koordinasi, sinkronisasi, dan validasi kebijakan 
bidang  fisik, prasarana dan tata ruang sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 
4. Perumusan, penyusunan, koordinasi, sinkronisasi, dan validasi kebijakan 
bidang  ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
5. Penyusunan Rencana Program / kegiatan Pembangunan Daerah; 
6. Pengelolaan urusan kesekretariatan. 
Fungsi Bappeda Kota Banjarbaru dapat dikerucutkan menjadi tiga fungsi, yaitu 
fungsi perencanaan, koordinasi dan monitoring. 
1. Fungsi perencanaan 
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Tujuan Bappeda dibentuk adalah untuk merencanakan pembangunan kota, baik 
pembangunan jangka panjang, jangka menengah, atau jangka tahunan. 
Perencanaan yang dibuat oleh Bappeda, akan disahkan oleh DPRD Kota 
Banjarbaru. Hasil perencanaan tersebut, berupa RTRW Kota Banjarbaru yang 
diatur dalam sebuah Perda Kota Banjarbaru 
2. Fungsi Koordinasi Bappeda memiliki fungsi koordinasi, artinya bertujuan untuk 
menjalankan rencana yang telah dibuat dengan cara menunjuk badan atau 
SKPD terkait agar pembangunan di lapangan sesuai dengan fungsi dan tujuan 
yang telah direncanakan. Badan atau SKPD yang telah ditunjuk diminta untuk 
membuat rencana kegiatan yang akan dilakukan. Bappeda akan memonitoring 
kegiatan-kegiatan tersebut per triwulan (3 bulan). 
3.  Fungsi Monitoring 
Fungsi monitoring bertujuan untuk mengetahui pencapaian–pencapaian tiap 
badan atau SKPD terhadap kegiatan yang telah dibuat.Selain itu, fungsi 
monitoring juga bertujuan untuk mencari solusi jika dalam pelaksanaan kegiatan 
terdapat kendala. 
Secara umum, ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik 
sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, 
termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia 
Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, 
dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai 
dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam 
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falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-
Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa negara 
menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan 
oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang 
dimiliki oleh setiap orang.  
Secara geografis, letak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di 
antara dua benua dan dua samudera sangat strategis, baik bagi kepentingan 
nasional maupun internasional.Secara ekosistem, kondisi alamiah Indonesia sangat 
khas karena posisinya yang berada di dekat khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan 
iklim tropis, yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar bagi 
bangsa Indonesia.Di samping keberadaan yang bernilai sangat strategis tersebut, 
Indonesia berada pula pada kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat 
mengancam keselamatan bangsa. Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan 
penataan ruang wilayah nasional harus dilakukan secara komprehensif, holistik, 
terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, 
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup. 
Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk 
ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan 
kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya 
tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang 
wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan 
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Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, UndangUndang ini mengamanatkan 
perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam 
dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan 
sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan 
pelindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap 
lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus 
dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang 
wilayah. 
Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. 
Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, 
dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, 
serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung 
jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses 
perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan 
keterpaduan antardaerah, antara pusat dan daerah, antarsektor, dan 
antarpemangku kepentingan. Penataan ruang harus didasarkan pada pendekatan 
sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai 
strategis kawasan. 
Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang 
penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang 
mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan 
penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah 
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administratif. Dengan pendekatan wilayah administratif tersebut, penataan ruang 
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, 
wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang setiap wilayah tersebut 
merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif. Di dalam subsistem 
tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan 
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dan dengan tingkat 
pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, yang apabila tidak ditata dengan baik 
dapat mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah 
serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang. Berkaitan dengan penataan ruang 
wilayah kota, secara khusus diperlukan penyediaan dan pemanfaatan ruang 
terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) 
persen dari luas wilayah kota, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara 
alamiah maupun yang sengaja ditanam.  
Penataan ruang dengan pendekatan kegiatan utama kawasan terdiri atas 
penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan 
perdesaan.Kawasan perkotaan, menurut besarannya, dapat berbentuk kawasan 
perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan 
metropolitan, dan kawasan megapolitan. Penataan ruang kawasan metropolitan 
dan kawasan megapolitan, khususnya kawasan metropolitan yang berupa kawasan 
perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki 
keterkaitan fungsional dan dihubungkan dengan jaringan prasarana wilayah yang 
terintegrasi, merupakan pedoman untuk keterpaduan perencanaan tata ruang 
wilayah administrasi di dalam kawasan, dan merupakan alat untuk 
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mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan lintas wilayah administratif yang 
bersangkutan. Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada 
kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten atau pada 
kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau 
lebih wilayah kabupaten pada 1 (satu) atau lebih wilayah provinsi.Kawasan 
perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten dapat berupa kawasan 
agropolitan. 
Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan 
untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengoordinasikan 
keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan demi 
terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan 
berkelanjutan.Penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah 
administratif didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap kedaulatan 
negara, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, 
termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Pengaruh aspek 
kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan 
kawasan strategis nasional, sedangkan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, 
sosial, budaya, dan lingkungan, yang dapat berlaku untuk penetapan kawasan 
strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, diukur berdasarkan pendekatan 
ekternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan yang bersangkutan.  
Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan 
ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak 
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terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan 
kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan 
ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan 
lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan 
ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.  
Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya 
tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan 
keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat 
meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu 
berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi 
sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang 
menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu 
berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat 
memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud 
tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, 
pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada 
tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah 
ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh 
bertentangan dengan rencana tata ruang. 
Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata 
ruang dan rencana rinci tata ruang.Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan 
pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana 
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struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun 
berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan 
dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan 
subblok peruntukan. Penyusunan rencana rinci tersebut dimaksudkan sebagai 
operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan 
zonasi.Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan 
pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap 
blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata 
ruang.Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota dan peraturan zonasi yang 
melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian 
pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan 
rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. 
Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan 
pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan 
sanksi.Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban 
pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai 
dengan rencana tata ruang.Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh 
Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-
masing.Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik 
yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi 
adminstratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda. 
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Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan 
terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang 
dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah.Bentuk insentif 
tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan 
sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan 
pemberian penghargaan. 
Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi 
pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana 
tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, 
pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan 
penalti.  
Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian 
pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas 
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan 
zonasi.Pada dasarnya pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat 
ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi 
dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin 
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. 
Terkait penataan ruang oleh Bappeda Kota Banjarbaru, divisi yang mengurus 
mengenai penataan ruang adalah Bidang Fisik, prasarana dan tata ruang.Bidang 
tersebut membawahi lagi Subbid fisik dan prasarana dan Subbid tata ruang. 
Menurut Kepala Divisi Subbid Tata Ruang, Bappeda, bahwa, dalam proses 
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penyelenggaraan pembangunan sebagai upaya mensejahterakan rakyat tersebut 
tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan atau dapat secara ideal 
berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh rakyat atau yang termasuk dalam 
kontitusi negara. Hal ini perlu disadari dan dipahami bahwa kegiatan pembangunan 
selama ini atau di negara manapun bukan tanpa masalah atau hambatan.Demikian 
juga yang terjadi di Negara Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan 
pola pemerintahan yang masih inkonsisten. Hadirnya konsep otonomi daerah yang 
digulirkan sejak tahun 1999 hanya merupakan intuisi sesaat yang terpengaruh oleh 
euphoria sementara mengenai pola pemerintahan yang dianggap ideal yakni 
perubahan system pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik yang pada 
kenyataannya dapat dibilang masih ragu-ragu dan belum terbukti keefektifannya. 
Dalam implementasi Perencanaan Tata Ruang  di Dinas tata ruang kota 
banjarbaru, proposal pembangunan dari tiap dinas akan masuk ke Bappeda, nanti 
Bappeda akan diajukan ke DPRD untuk disetujui. Menurut Kepala Divisi Subbid 
Tata Ruang, Bappeda, bahwa, masuknya ke DPRD merupakan proses politik yang 
dapat saja terjadi perubahan-perubahan atas kepentingan politik yang ada. Namun 
keputusan itu tetap harus dihargai karena DPRD merupakan suara rakyat. 
Terkadang ada kebutuhan penataan ruang yang memang diperlukan namun 
menjadi tertunda akibat proses politik yang terjadi. Kemudian implementasi dalam 
perencanaan juga dengan Masalah Pembangunan SDM, Masalah Pembangunan 
Ekonomi Rakyat, Masalah Pembangunan Infrastruktur dan Masalah Pembangunan 
Birokrasi Pemerintah. 
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Secara prosedural Pembangunan berkelanjutan memang telah dilakukan 
oleh pemerintah provinsi, kabupaten/walikota se-Kalimantan Selatan.Namun dalam 
implementasinya masih tarik ulur kepentingan dalam penataan ruang Provinsi dan 
Kabupaten/kota.Penataan ruang pada dasar haruslah berpandangan pembangunan 
berkelanjutan, yang mana proses pemenuhan kebutuhan masa kini tidak 
mengurangi kemampuan pemenuhan kebutuhan untuk generasi mendatang. Jadi 
benarlah ungkapan “Development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future gene rations to theirs own 
needs.”25Pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis (KLHS). Sebagaimana Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditentukan bahwa, 
KLHS merupakan “Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif 
untuk memastikan bahwa Prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar 
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, 
dan/atau program.” 
Dalam pelaksanaannya, KLHS memiliki tahapan sebagai berikut: 
1. Pengkajian 
2. Perumusan Mitigasi dan/atau Alternatif 
3. perumusan rekomendasi 
4. pengambilan keputusan oleh Walikota 
5. Integrasi Keputusan Walikota ke dalam rancangn RTRW Kota 
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(world commission on Environment and Development, 1987) 
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Dalam pengkajian memiliki substansi perlingkupan, analisis baseline, dan 
pengkajian pengaruh. Dalam prosesnya akan berputar pada masalah dimanakah 
dan besaran perkiraan dampak negara yang akan timbul dari pelaksanaan 
rencana? Kemudian perumusan Mitigasi dan/atau alternative akan berputar pada 
kajian Dimanakah dan besaran mitigasi yang perlu dilakukan? Dan  Adakah 
alternatif lainnya yang lebih baik? Kemudian hasil kajian tersebut diolah untuk 
perumusan rekomendasi. Perumusan rekomendasi akan mengkaji masalah 
dimanakah rencana struktur ruang dan pola ruang serta programnya yang perlu 
diperbaiki?. Setelah perumusan selesai, maka rekomendasi akan diputuskan oleh 
walikota. Segera setelah pengambilan keputusan oleh walikota, maka dilakukan 
integrasi keputusan walikota ke dalam rancangan RTRW Kota Banjarbaru. 
Bappeda dalam melakukan penataan ruang, harus berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan analisis ruang. Analisis ruang akan melakukan 
Kolaborasi Teknik Analisis Seperti Statistik, Model Matematika, Kartografi, Survey 
Dan Berbagai Macam Data Dalam Sebuah Model Spasial. Dari hasil tersebut akan 
didapatkan Gambaran Entitas Dan Karakteristik Suatu Fenomena Yang Ada Pada 
Ruang Muka Bumi Serta Keterkaitannya Dengan Entitas Dan Karakteristik Lainnya. 
Hasil tersebut akan memberikan informasi akan ruang yang lebih kuat dan 
menyeluruh (robust) untuk 
Sejak dimulainya era desentralisasi yang diawali dengan dikeluarkannya 
UndangUndang Nomor 22vTahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004,vmemberikan sebuah konsekuensi, dimana daerah harus mampu 
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meningkatkan kemampuannya baik secara kelembagaan maupun aparatur, agar 
memiliki kemampuan, keterampilan, organisasi dan manajemen yang baik sehingga 
dapat melaksanakan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat. 
Desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah 
memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk menentukan 
sendiri kebijakan pembangunan daerahnya.Salah satunya adalah wewenang 
pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di 
daerahnya. 
Dalam melakukan pembangunan daerah, Pemerintaah Daerah memerlukan 
perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap 
pembangunan yang dilakukannya.Perencanaan tersebut diharapkan dapat menjadi 
acuan bagi pemerintah daerah untuk mencapai target-target yang hendak 
dicapai.Salah satu dokumen perencanaan yang memuat kebijakan pembangunan 
daerah adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau 
RPJMD. Merupakan dokumen yang berisi tentang Program Strategi Pembangunan 
yang ingin diwujudkan daerah dalam lima tahun kedepan. 
Namun demikian pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menegah ini 
bukannya tanpa masalah, pencapaian pembangunan signifikan yang ingin dicapai 
dan tertuang di RPJMD kadang kala mengalami kegagalan.Dan dalam 
pelaksanaanya pemerintah daerah sering mengalami kehilangan fokus dalam 
menentukan isu-isu strategis yang ingin dipecahkan.Dilain pihak pemerintah daerah 
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kadang gagal dalam menemukan sektorsektor yang seharusnya bisa menjadi 
sektor unggulan yang mampu memicu perkembangan sektor lainnya. 
Di samping itu juga, organisasi publik seringkali dipersepsikan sebagai 
organisasi yang lemah dalam persoalan akuntabilitas. Minimal ada 2 (dua) sebab 
utama lembaga publik dipersepsikan seperti itu, yaitu :Pertama, lemahnya sisi 
indikator kinerja dalam menyusun suatuprogram atau kegiatan. Kedua, kurang 
jelasnya tugas pokok dan fungsi untuk menjabarkan indikator kinerja.26Akuntabilitas 
tidak hanya ditekankan pada saat evaluasi pembangunan, namun tak kalah penting 
adalah pada saat perencanaan. Akuntabilitas pada tahap perencanaan 
menekankan pada pertanggungjawaban penilaian kinerja pada tahap perencanaan 
(ex-ante), yakni sejauh mana perencanaan dapat memberikan gambaran dan 
ukuran-ukuran yang tepat atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan 
dilaksanakan. Dengan demikian, maka akuntabilitas perencanaan menetapkan 
pada penetapan indikator-indikator kinerja sebagai basis penilaian atau 
memperjelas tentang what, how, who dan when suatu program dan kegiatan akan 
dilaksanakan. Disamping itu, indikator kinerja juga berfungsi menciptakan 
consensus yang dibangun oleh Stakeholders serta membangun dasar pengukuran, 
analisis dan evaluasi kinerja pembangunan. 
Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai pemerintahan integral dari 
sistem pemerintahan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, secara 
historis telah mengalami berbagai perubahan pada tatanan manajemen 
                                                            
26
 Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru 2011-2015, hal 52 
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penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditandai dengan adanya 
penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang diteruskan Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sampai kepada  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang.Melaksanakan pembangunan bukanlah suatu 
pekerjaan yang mudah, namun sebaliknya adalah salah satu pekerjaan yang 
sangat berat dan sulit. Oleh karena itu dibutuhkan tenaga dan pikiran yang benar-
benar mampu dan sesuai dengan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung 
jawab, untuk itu dibutuhkan orang-orang yang mempunyai dedikasi, kejujuran, dan 
tanggung jawab akan pelaksanaan tugas dan wewenang yang diemban oleh setiap 
penyelenggara pemerintahan didaerah maupun dipusat. 
Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan 
terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang 
disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan 
benar-benar terwujud dengan baik. Berdasarkan hal tersebut maka disetiap  aerah 
otonom dibentuk suatu badan yang dinamakan Badan Perencana Pembangunan 
Daerah (BAPPEDA) sebagaimana halnya dikota Banjarbaru. Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sangat dibutuhkan supaya perencanaan 
pembangunan didaerah dapat berjalan dengan baik karena ada lembaga yang 
bertanggung jawab secara langsung, peran serta masyarakat sebagai wujud dari 
keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu didukung dengan 
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tersedianya ruang partisipasi public dalam memberikan masukan-masukan yang 
mencerminkan aspirasi masyarakat. 
Kurang maksimalnya kinerja BAPPEDA di Kota Banjarbaru menurut 
pengamatan penulis antara lain disebabkan sumber daya manusia atau aparat 
BAPPEDA yang tidak kompeten dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya 
dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti 
tingkah laku PNS yang tidak disiplin. Hal ini membuat kinerja aparat dalam 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi lemah, sehingga perencanaan 
pembangunan di Kota Banjarbaru tidak maksimal. Untuk itu perlu kita ketahui apa 
arti dari pada tugas pokok yang sebenarnya beserta prosedur yang benar dan 
sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. 
Perencanaan pembangunan daerah haruslah di sokong dengan 
implementasi pemerintahan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan 
arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis, tentunya juga tugas 
pokok dan fungsi lembaga BAPPEDA mustilah konsisten dengan komitmen 
terhadap apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
serta sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsure-unsur 
dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini jelas diatur dalam UU nomor 25 tahun 2004 
tentang system perencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata 
cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan 
dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh 
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unsure penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan 
masyarakat. 
Tugas dan wewenang lain dari kepala BAPPEDA dalam Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2004 adalah sebagai berikut : 
a. Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D). 
b. Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-D). 
c. Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RKPD).  
d. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(MUSRENBANG) daerah. 
e. Menetapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (renja-
SKPD). 
f. Dan sebagainya. 
Arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis sangat 
dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam 
masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini jelas di atur dalam dalam UU Nomor 25 
Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional yang 
menjelaskan bahwa tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan 
rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan 
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah 
dengan melibatkan masyarakat.  
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Selajutnya dijelaskan oleh Sekretariat BAPPEDA Kota Banjarbaru, secara 
umum Rencana Kerja Pembangunan Daerah: 
1.  Mendorong pembangunan, menjamin pemerataan yang seluas-luasnya 
didukung oleh sumber daya manusia yang kualitas, infrastruktur yang 
maju, penerapan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, pembangunan yang 
berwawasan lingkungan, serta didukung oleh kondisi keamanan yang 
kondusif. 
2. Mendorong pembangunan akhlak mulia generasi muda, saling 
menghormati, rukun dan damai, tidak deskriminatif, mengabdi pada 
kepentingan masyarakat luas menghormati Hak Azasi Manusia. 
3. Mendorong pembangunan yang merata, pemanfaatan dan sumber daya 
yang adil dan guna mampu mewujudkan kesejahtraan masyarakat, rasa 
aman dan damai, mampu menampung aspirasi masyarakat yang 
dinamis, menegakkan persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan dengan 
ditopang oleh tata pemerintahan yang baik. 
4. Mendorong terciptanya supermasi hukum dan masyarakat yang taat 
hukum, menghilangkan praktek deskriminasi hukum, mendorong 
pembangunan system pemerintahan yang akuntabel, transparan, 
professional, dan mampu menjalankan fungsinya sebagai fasilitator bagi 
semua stakeholder. 
Arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis sangat dipengaruhi 
adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang 
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secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Hal ini jelas di atur dalam dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
system perencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata cara 
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam 
jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsure 
penyelenggara pemerintah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. 
Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal 
jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang partisipasi public 
dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi 
masyarakat.Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada 
kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, kualitas sumber daya manusia aparatur, 
dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.Dengan penataan ruang 
diharapkan dapa terwujud kehidupan dan penghidupan yang aman, lancar, tertib, 
sehat dan efisien dalam lingkungan yang serasi dan saya dukung yang lestari atau 
dapat terwujudnya pemanfaatan ruang yang optimal. 
Menurut Kepala BAPPEDA Kota Banjarbaru yang diwawancarai, 
mengatakan bahwa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas BAPPEDA Kota 
Banjarbaru terbagi 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal.faktor Internal 
sebagai berikut : 
1. Kurangnya sarana dan prasarana. Dengan suatu peralatan yang kurang 
memadai akan dapat menghambat lancarnya kegiatan dalam melakukan 
pekerjaan. 
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2. Kurangnya kesigapan apabila diberi tugas mendadak. 
3. Masih rendahnya kesadaran pegawai untuk berbuat dan bersikap disiplin 
dalam pelaksanaan tugas misalnya kelambatan masuk kerja.  
4. Kurangnya perangkat peraturan disiplin, misalnya kurang tegasnya pimpinan 
yaitu kepala Bappeda dalam menjatuhkan sanksi pada setiap pelanggaran 
kedisiplinan. 
5. Kurangnya sistem pengawasan, perangkat pengawasan dan upaya tindak 
lanjut yang kurang akan dapat membuka peluang pegawai untuk melakukan 
berbagai pelanggaran. 
6. Setiap pelanggaran disiplin pegawai selalu berkilah untuk dibina sevara 
administratif. 
Sedangkan faktor eksternal adalah: 
1. Rekomendasi KLHS yang tidak semua diakomodir, sehingga potensi 
ketidakseimbangan daya tampung dan daya dukung dapat terjadi. 
2. Rencana Penataan ruang dan proposal lainnya yang dimasukkan ke DPR 
tidak semua diakomodir. 
Masalah penting lainnya dalam perencanaan pembangunan daerah adalah 
permasalahan yang dihadapai pemerintah daerah terlalu besar dan sangat 
kompleks yang jauh berada diatas kemampuan seharusnya pemerintah daerah, 
sehingga pada akhirnya, dari waktu kewaktu, pemerintah daerah selalu 
menghadapi permasalah pembangunan yang sama. Permasalahan-permasalahan 
dalam perencanaan pembangunan tersebut merupakan permasalahan yang lazim 
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yang biasa dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia, salah 
satunya adalah Pemeritah Kota Banjarbaru. 
Hal tersebut juga sejalan dengan sekretaris Bappeda, bahwa secara umum 
Kota Banjarbaru juga kini tengah dihadapi oleh beberapa tantangan strategis. 
Permasalahan-permasalahan tersebut adalah: 
1. Masalah Pembangunan SDM 
Permasalahan kualitas sumber daya manusia merupakan menjadi salah satu 
permasalahan yang perlu menjadi perhatian, saat ini secara nasional.Hal ini 
tak lepas akibat dari masih sangat kurangnya sarana dan prasarana 
terutama dibidang pendidikan dan kesehatan, yang merupakan faktor utama 
dari terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas. 
2. Masalah Pembangunan Ekonomi Rakyat 
Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Banjarbaru 
sejak tahun 2005 hingga tahun 2009 terlihat berfluktuatif, baik secara jumlah 
maupun persentase. Pengangguran menunjukkan kurangnya lapangan 
usaha yang diakibatkan oleh kondisi perekonomian di suatu wilayah. 
Pengangguran ini membawa dampak pada menurunnya  endapatan serta 
daya beli sehingga menyebabkan kemiskinan meningkat. Sepanjang tahun 
2005 – 2009, tingkat pengangguran yang paling tinggi terjadi di tahun 
2008.Dibanding tahun sebelumnya, peningkatan penggangguran pada tahun 
tersebut cukup signifikan. Pada tahun 2007, angka penggangguran hanya 
sebesar 9,41 persen, kemudian pada tahun 2008 naik sebesar 2,13 persen 
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menjadi 11,54 persen. Hal ini disebabkan karena beberapa perusahaan tidak 
lagi beroperasi. 
3. Masalah Pembangunan Infrastruktur Masih rendahnya cakupan pelayanan 
infrastruktur yang berkualitas yang dapat dijangkau/menjangakau oleh 
masyarakat. 
4. Masalah Pembangunan Birokrasi Pemerintah 
Agenda utama yang perlu ditempuh adalah terwujudnya kepemerintahan 
yang baik (good governance) yang sasaran pokoknya adalah :terwujudnya 
penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian hukum, 
transparan, partisipatif, akuntabel,memiliki kredibilitas, bersih dan tanggap 
terhadap segenap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah 
negara; berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari etika, 
semangat pelayanan dan pertanggung jawaban publik, serta integritas 
pengabdian dalam mengemban misi pembangunan daerah. 
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BAB V 
Penutup 
A. Kesimpulan 
 
1. Fungsi Perencanaan BAPPEDA di Bidang tata ruang di Kota Banjarbaru 
adalah Bappeda selaku ketua panitia dalam perencanaan penataan ruang. 
Kemudian dalam proses perencanaan Bappeda Menyusun pola dasar 
pembangunan daerah yang terdiri dari pola umum pembangunan daerah 
jangka panjang dan pola umum, Melakukan koordinasi perencanaan 
diantara dinas-dinas satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintah 
daerah instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan 
lain yang berada dalam wilayah kota Banjarbaru. Melaksakan koordinasi 
dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan 
pembangunan di daerah, dan Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam 
rangka perencanan sesuai dengan petunjuk walikota. 
2. Implementasi Perencanaan Tata Ruang di Dnas tata ruang kota banjarbaru 
secara umum telah berjalan dengan baik. Namun tidak dapat dipungkiri 
dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala. Proposal 
pembangunan dari tiap dinas akan masuk ke Bappeda, nanti Bappeda akan 
diajukan ke DPRD untuk disetujui. Menurut Saya dari Informasi dari Subbid 
Tata Ruang, Bappeda, bahwa, masuknya ke DPRD merupakan proses 
politik yang dapat saja terjadi perubahan-perubahan atas kepentingan politik 
yang ada. Namun keputusan itu tetap harus dihargai karena DPRD 
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merupakan suara rakyat. Terkadang ada kebutuhan penataan ruang yang 
memang diperlukan namun menjadi tertunda akibat proses politik yang 
terjadi. Kemudian implementasi dalam perencanaan juga dengan Masalah 
Pembangunan SDM, Masalah Pembangunan Ekonomi Rakyat, Masalah 
Pembangunan Infrastruktur dan Masalah Pembangunan Birokrasi 
Pemerintah. Kemudian implementasi pemenuhan 30% RTH blum dapat 
dipenuhi oleh pemerintah Kota Banjarbaru. 
B. Saran 
1. Mekanisme dalam penataan ruang kota Banjarbaru perlu didasarkan pada 
pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, penguatan KHLS menjadi 
pondasi yang sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam 
mekanisme penataan ruang sehingga kualitas daya tampung dan daya 
dukung lingkungan hidup tetap dipertahankan 
2. Mekanisme perencanaan penataan ruang dari Bappeda ke DPRD perlu 
mendapat perhatian. Dalam pengambilan keputusan, skala prioritas utama 
perencanaan tata ruang perlu dipertimbangkan secara baik, bukan sekedar 
untuk kepentingan politik, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan 
rakyat. 
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